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Dewi, Titi Asmara. "Bank Director Responsibility 
on Non Performing Loan (NPL)" Tesis Magister, Law 
Faculty at Indonesian University, 2007, vi + 74
pages. Bibliography 46 (1982 - 2007).

This Research used normative juridical methode 
with secondary data as its data resources, were 
obtained by study document. The problems were how 
distinguished between Normal Non Performing Loan 
(NPL) and Criminal Non Performing Loan (NPL) and how 
determined bank director responsibility on Normal 
Non Performing Loan (NPL) and Criminal Non
Performing Loan (NPL). From the result, can be
concluded that ; first, Normal Non Performing Loan
(NPL) was Non Performing Loan (NPL) wasn't caused by
bad will from bank and debtor, but Criminal Non 
Performing Loan (NPL) was Non Performing Loan (NPL) 
was caused by bad will from bank and debtor. Second, 
on Normal Non Performing Loan (NPL) , bank director 
could justified as civil, but on Criminal Non 
Performing Loan (NPL), bank director could justified 
as criminal.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dewasa ini di berbagai media masa dan 

elektronik banyak diberitakan mengenai kredit 

macet1 di bank-bank pemerintah yang berujung 

dengan dituntutnya direksi dari bank-bank 

tersebut. Adapun perbuatan yang dituduhkan adalah 

melakukan penyimpangan dalam pemberian kredit 

sehingga merugikan keuangan negara karena kredit 

tersebut ternyata menjadi macet.

Kemudian para debitur dari bank-bank tersebut 

juga dituntut dengan tuduhan melakukan 

penyimpangan dalam penggunaan kredit sehingga 

merugikan keuangan negara karena tidak mampu 

melunasi kreditnya.

Banyaknya kejadian ini tentu saja menimbulkan 

kekhawatiran berbagai pihak, baik para eksekutif 

perbankan maupun pengusaha. Para bankir akan takut

1 Menurut Pasal 12 ayat (3) PBI No .7/2/PBI/2005 tentang 
Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kredit macet adalah 
kredit yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang 

telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari; atau
2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
3. dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat 

dicairkan pada nilai wajar.
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menyalurkan kredit karena kesalahan prosedur bisa 

menyebabkan kredit tersebut menjadi macet dan

berujung pidana sedangkan debitur enggan

mengajukan kredit ke bank karena khawatir dianggap

macet.

Padahal Kredit macet tidak hanya disebabkan 

oleh penyimpangan kredit atau tindak pidana

korupsi tetapi kredit macet juga dapat disebabkan 

oleh perubahan kondisi ekonomi, perubahan 

kebijakan pemerintah, krisis ekonomi luar negeri 

dan masih banyak penyebab lainnya.2 Jadi akan 

sangat buruk akibatnya bagi dunia usaha jika 

setiap kredit macet dianggap sebagai penyimpangan 

penyaluran kredit dan tindak pidana korupsi.

Pada dasarnya kredit macet disebabkan oleh dua 

faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal dapat terjadi karena penyelewengan dalam 

penyaluran kredit, kesalahan prosedur, atau 

lemahnya manajemen risiko. Sementara faktor 

eksternal dapat terjadi karena gejolak nilai tukar 

mata uang, kenaikan suku bunga atau kenaikan harga 

Bahan Bakar Minyak (BBM). Jadi setiap kredit macet

2 Gunarto Suhardi, Risiko Kriminalisasi Kredit Perbankan, 
(Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2006), hlm.13.
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tidak dapat dinilai begitu saja sebagai kejahatan 

pidana.

Ada prosedur yang harus dilalui untuk 

mengarahkan kasus kredit macet menjadi kasus 

tindak pidana korupsi. Kredit macet harus dilihat 

kasus per kasus. Setidaknya ada tiga faktor yang 

menyebabkan kredit macet digolongkan ke dalam 

kasus pidana. Pertama, pihak bank beritikad buruk 

tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam 

proses pemberian kredit. Prinsip kehati-hatian ini 

sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Bank 

Indonesia (PBI) Nomor 5/10/2003. Salah satu yang 

sering direkayasa oleh debitur maupun profesional 

bank adalah prinsip yang termuat dalam pasal 10 

butir 1 yaitu persetujuan penyertaan modal wajib 

dilampiri dengan laporan keuangan tahun terakhir 

dan laporan interim triwulan terakhir, serta 

proyeksi keuangan investor. Kedua, kolusi3 antara 

bank dan nasabah debitur. Ketiga, pemalsuan

3 Menurut Pasal 1 angka 4 Undang - Undang No.28 Tahun 
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Kolusi adalah permufakatan 
atau kerja sama secara melawan hukum antar - Penyelenggara 
Negara atau antara Penyelenggara Negara dan Pihak Lain yang 
merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
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dokumen, penyalahgunaan L/C, serta identitas dan 

keterangan palsu.4

Kemudian perlu diperhatikan juga tiga tahap 

yang berlangsung dari pengajuan sampai penggunaan 

kredit. Pertama, tahap permohonan kredit. Pada 

umumnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah 

debitur dimulai dengan adanya permohonan kredit 

dari yang bersangkutan. Bentuk permohonan kredit 

harus secara tertulis dan harus dilampiri dengan 

dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.5

Kedua, tahap analisis kredit. Setelah 

permohonan kredit tersebut diterima oleh bank, 

maka bank akan melakukan analisis secara mendalam 

terhadap dokumen-dokumen permohonan kredit yang 

diajukan oleh nasabah debitur.6

Apabila dari hasil analisis yang dilakukan itu, 

bank berpendapat bahwa dokumen permohonan kredit 

yang diajukan tersebut belum lengkap dan belum 

memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka bank 

akan meminta kepada pemohon kredit untuk 

melengkapinya.

4 Lihat Pasal 49 ayat (1) UUP.

5 Lihat SK Dir BI N o .27/162/KEP/DIR tentang Kewajiban 
Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum.

6 Lihat Pasal 8 ayat (1) UUP

Pertanggungjawaban direksi..., Titi Asmara Dewi, FH UI, 2008



Namun jika permohonan kredit yang diajukan 

tersebut telah lengkap dan memenuhi persyaratan 

yang ditentukan, maka permohonan kredit tersebut 

akan diteruskan kepada direksi, kalau permohonan 

tersebut disetujui oleh direksi maka 

ditandatangani perjanjian kredit.

Ketiga, tahap pengawasan kredit. Selain 

melakukan pengawasan, bank juga wajib memberikan 

arahan dan saran kepada debitur. Pada tahap ini 

bank berhak menghentikan pencairan kredit 

berikutnya bila penggunaan kredit tidak sesuai 

dengan rencana.7 Pengawasan ini tentu bukan 

perkara mudah karena selain sering terjadinya 

moral hazard baik dari pegawai bank maupun 

debitur.8 Bank seringkali tertipu oleh akal-akalan 

debitur. Ujungnya terjadi penyelewengan kredit.

Bila semua proses itu sudah berjalan sesuai 

prosedur dan kredit tetap macet, kemungkinan 

faktor eksternal yang menjadi penyebabnya. Dalam 

kasus ini ketentuan perdatalah yang berperan. 

Undang-Undang Perbankan mengenai penanganan kredit

7 Lihat Akta Perjanjian Kredit Bank

8 Zulkarnain Sitompul, "Memberantas Kejahatan Perbankan : 
Tantangan Pengawasan Bank," Jurnal Hukum Bisnis (Volume 24 
No.l Tahun 2005) : 6.
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macet dapat dilaksanakan. Sebelum pada tahap 

permohonan kepailitan hingga sita jaminan, jalan 

restrukturisasi bisa ditempuh bank yaitu dengan 

cara penurunan suku bunga kredit, pengurangan 

tunggakan bunga kredit, pengurangan pokok kredit 

(hair cut), perpanjangan jangka waktu, penambahan 

fasilitas kredit, pengambilalihan aset debitur 

serta konversi kredit menjadi penyertaan modal 

sementara pada perusahaan debitur.9

Mengingat masalah kredit macet ini berkaitan 

erat dengan perkembangan dunia usaha maka 

diharapkan penanganan terhadap kasus-kasus kredit 

macet harus ekstra hati-hati karena berhubungan 

dengan kepercayaan masyarakat pada perbankan. 

Tindakan yang gegabah hanya untuk memuaskan 

keinginan sebagian anggota masyarakat yang sedang 

geram karena banyaknya kasus korupsi, 

dikhawatirkan justru akan menimbulkan dampak yang 

lebih merugikan daripada kerugian karena kredit 

macet itu sendiri.

9 Sutan Remy Sjahdeini, "Tahap - Tahap Proses Pemberian 
Kredit", (Makalah disampaikan sebagai Materi Kuliah Hukum 
Perbankan dan lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta, 24 Februari 
2007), hlm. 49.
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Sehubungan dengan itu diperlukan suatu 

penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis 

normatif terhadap masalah tersebut, sehingga dapat 

dibedakan antara kredit macet tidak berindikasi 

pidana dimana direksi bank dituntut tanggung jawab 

perdata dengan kredit macet berindikasi pidana 

dimana direksi bank dituntut tanggung jawab 

pidana.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut :

1. Apa perbedaan antara kredit macet tidak 

berindikasi pidana dengan kredit macet 

berindikasi pidana ?

2. Bagaimana menentukan pertanggungjawaban direksi 

bank dalam kasus kredit macet tidak berindikasi 

pidana dan berindikasi pidana ?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. untuk mengetahui perbedaan antara kredit macet 

tidak berindikasi pidana dengan kredit macet 

berindikasi pidana.

Pertanggungjawaban direksi..., Titi Asmara Dewi, FH UI, 2008



2. untuk mengetahui pertanggungjawaban direksi 

bank dalam kredit macet tidak berindikasi 

pidana dan berindikasi pidana.

D. Kegunaan Penelitian
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi baik teoritis kepada disiplin ilmu 

hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun praktis 

kepada para praktisi hukum.

E. Landasan Teoritis
Dalam menganalisis data mengenai

pertanggungjawaban direksi bank dalam kredit 

macet, penulis menggunakan Teori Keadilan (Theory 

of Justice) yang dikemukakan oleh John Rawls. 

Konsepsi umum Rawls tentang keadilan (justice) di 

dalam Teori Keadilan (A Theory of Justice) , biasa 

dikenal dengan justice as fairness. Fairness 

adalah keadilan yang lebih bersifat procedural.10 

Berbicara mengenai fairness adalah berbicara 

mengenai bagaimana proses untuk mencapai keadilan 

(justice) itu dilakukan dengan adil (fair) . 

Apabila prosedur untuk menerapkan keadilan adalah 

adil, maka hasilnya adil.

10 John Rawls, A Theory of Justice, (Cambridge : Harvard
University Press, 1999), him.73-78.
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Pada dasarnya kredit macet disebabkan oleh dua 

faktor yaitu faktor internal dan eksternal bank 

dan nasabah debitur. Faktor internal bank dan 

nasabah debitur antara lain meliputi kesalahan 

prosedur, kelemahan manajemen risiko dan 

penyimpangan dalam pemberian kredit. faktor 

eksternal bank dan nasabah debitur antara lain 

meliputi gejolak nilai tukar mata uang, kenaikan 

suku bunga, dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak 

(BBM).

Mengingat kredit macet tidak hanya disebabkan 

oleh faktor internal bank dan nasabah debitur 

tetapi juga faktor eksternal, maka kredit macet 

tidak dapat dinilai begitu saja sebagai tindak 

pidana. Ada prosedur yang harus dilalui untuk 

mengarahkan kasus kredit macet menjadi kasus 

tindak pidana perbankan dan korupsi.

Pertama, kredit macet harus dilihat kasus per 

kasus. Kedua, dilihat faktor penyebab kredit 

macet, disebabkan oleh faktor internal atau 

eksternal. Ketiga, dilihat pula 3 (tiga) tahap 

dalam proses pemberian kredit yaitu tahap 

permohonan kredit, tahap analisis kredit, dan 

tahap pengawasan kredit.
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Prosedur tersebut haruslah dilaksanakan dengan 

adil sehingga dapat memberikan keadilan kepada 

semua pihak, sebab menurut Rawls dalam justice as 

fairness, apabila prosedur untuk menerapkan 

keadilan adalah adil, maka hasilnya adil.

F. Metode Penelitian
Penelitian tentang pertanggungjawaban direksi 

bank dalam kredit macet ini merupakan suatu 

penelitian hukum normatif. Sebagai suatu 

penelitian hukum normatif, maka penelitian ini 

berbasis pada analisis terhadap norma hukum, baik 

hukum dalam peraturan perundang-undangan maupun 

dalam putusan-putusan pengadilan.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka untuk mendapatkan data sekunder.11 Dalam 

penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan 

hukum primer, sekunder dan tersier. 12

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang 

mengikat. Bahan hukum primer antara lain meliputi

11 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum
Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta : RajaGrafindo
Persada, 2006), hlm. 13 - 14.

12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 
(Jakarta : UI Press, 1982), hlm. 52.
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berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan- 

putusan pengadilan.13 Dalam konteks penelitian 

ini, peraturan perundang-undangan yang dimaksud 

adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan, dan beberapa peraturan 

perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan 

perbankan seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan terbatas, Undang-Undang No. 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 

No. 2 6/21/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian 

Kredit, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 

27/162/KEP/DIR tentang Kewajiban Penyusunan dan 

Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi 

Bank Umum, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 

No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva 

Bank Umum, serta peraturan perundang-undangan 

lainnya yang berkaitan dengan hukum perbankan di 

Indonesia.

Bahan hukum primer lainnya adalah putusan- 

putusan pengadilan. Oleh karena itu dalam 

penelitian ini salah satu data yang diperlukan
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adalah contoh-contoh kasus kredit macet, baik 

kredit macet tidak berindikasi pidana maupun 

kredit macet berindikasi pidana.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. 

Bahan hukum sekunder antara lain meliputi buku, 

jurnal, dan makalah.14 Dalam konteks penelitian 

ini, buku-buku yang dimaksud adalah buku-buku yang 

membahas tentang perjanjian, buku-buku yang 

membahas tentang kredit, buku-buku yang membahas 

tentang jaminan, buku-buku yang membahas tentang 

perbankan serta buku-buku dan tulisan-tulisan 

ilmiah lainnya yang berkaitan dengan hukum 

perbankan di Indonesia.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan sekunder. Bahan hukum tersier antara lain 

meliputi kamus dan ensiklopedia.15

Cara pengumpulan data dilakukan melalui studi 

kepustakaan dilengkapi dengan wawancara. Studi 

kepustakaan dilakukan di beberapa tempat seperti 

Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum

14 Ibid.

15 Ibid.
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Universitas Indonesia, Perpustakaan Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia, Perpustakaan Bank 

Indonesia, Perpustakaan Nasional, dan Perpustakaan 

CSIS.

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan 

terhadap beberapa responden yang dinilai memahami 

seluk-beluk kredit perbankan. Wawancara dilakukan 

dengan tanya jawab secara langsung dengan 

responden berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang 

sudah dipersiapkan terlebih dahulu agar diperoleh 

data yang diperlukan.

Kemudian data hasil penelitian ini dianalisis 

secara yuridis kualitatif, artinya data 

kepustakaan dan hasil wawancara dianalisis secara 

mendalam, bulat (holistic), dan menyeluruh 

(comprehensive). Penggunaan metode analisis secara 

kualitatif didasarkan pada pertimbangan yaitu 

pertama, data yang dianalisis beraneka ragam, 

memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu 

dengan yang lainnya, serta tidak mudah untuk 

dikuantitatifkan. Kedua, sifat dasar data yang 

dianalisis adalah menyeluruh (comprehensive) dan 

merupakan satu kesatuan yang bulat (holistic).

6. Sistematika Penulisan
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Laporan penelitian ini terdiri dari lima bab 

dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang latar

belakang masalah, identifikasi masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

landasan teoritis, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan.

Bab II Proses Pemberian Kredit, berisi uraian

tentang tahap permohonan kredit, tahap 

analisis kredit, tahap dokumentasi 

kredit, tahap pemantauan kredit, tahap 

penyelamatan kredit, dan tahap 

penyelesaian kredit.

Bab III Kredit Macet Tidak Berindikasi Pidana

dan Kredit Macet Berindikasi Pidana, 

berisi uraian tentang pendekatan - 

pendekatan dari sisi risiko bisnis 

(business risk) , prinsip kehati - hatian 

(Prudential principles) , dan tindak 

pidana korupsi.

Bab IV Pertanggungjawaban Direksi Bank, berisi 

uraian tentang pertanggungjawaban 

perdata dan pidana.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.
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PROSES PEMBERIAN KREDIT

A. Tahap Permohonan Kredit
Pada umumnya pemberian kredit oleh bank dimulai 

dengan adanya pengajuan permohonan kredit dari calon 

nasabah debitur. Permohonan kredit yang diajukan 

oleh calon nasabah debitur harus secara tertulis. 

Permohonan kredit secara tertulis berlaku baik untuk 

kredit baru maupun kredit lama.16

Permohonan kredit dapat diajukan oleh orang atau 

badan. Dokumen permohonan kredit baik yang diajukan 

oleh orang atau badan antara lain harus memuat

informasi - informasi sebagai berikut :17

1. jumlah kredit

jumlah kredit adalah seluruh kredit baik yang 

telah diterima maupun akan diterima pemohon.

2. jenis kredit

jenis kredit ditinjau dari segi tujuan

penggunaannya dapat berupa :

a. kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan 

kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan

16 Lihat SK Dir BI N o .27/162/KEP/DIR tentang Kewajiban
Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum.

17 Lihat Kebijaksanaan Perkreditan Bank (KPB) Internal
tentang Permohonan Kredit.
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jasa sebagai kontribusi dari usahanya. Kredit 

ini terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu :

1) kredit modal kerja, yaitu kredit yang

diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha- 

usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi 

dalam rangka peningkatan produksi atau 

penjualan.

2) kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan

untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang 

dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang

dan ataupun jasa bagi usaha yang

bersangkutan.

b. kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan 

kepada orang perorangan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumtif masyarakat umumnya.18

3. tujuan penggunaan kredit

tujuan Penggunaan kredit dapat dibedakan 

sebagai berikut :

a. untuk kredit modal kerja, harus secara tegas

menguraikan komponen modal kerja yang

diusulkan, seperti piutang usaha, persediaan,

18 Rachmadi Usman, Aspek - Aspek Hukum Perbankan di 
Indonesia, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.239.
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pelunasan hutang dagang, uang muka, refinancing 

komponen modal kerja dan lain - lain.

b. untuk kredit investasi, harus disebutkan secara 

tegas jenis proyek yang akan dibiayai, seperti 

pembangunan hotel, beli mesin, beli kendaraan, 

membangun pabrik, dan lain - lain.

c. untuk kredit konsumtif, harus dengan tegas 

disebutkan rencana penggunaan kredit, seperti 

pembangunan rumah, biaya pendidikan, dan lain - 

lain.

4. jangka waktu pelunasan kredit

Jangka waktu pelunasan kredit terdiri dari 

jangka pendek (kurang dari 1 tahun), jangka 

menengah ( 1 - 3  tahun), jangka panjang (lebih dari 

3 tahun).

Apabila jangka waktu pelunasan kredit dikaitkan 

dengan jenis kredit, maka biasanya jangka pendek 

(kurang dari 1 tahun) untuk kredit konsumsi, 

jangka menengah ( 1 - 3  tahun) untuk kredit modal 

kerja, jangka panjang (lebih dari 3 tahun) untuk 

kredit investasi.

5. jaminan kredit

Bentuk Jaminan dapat berupa jaminan perorangan 

(borgtocht) dan jaminan kebendaan.
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Selain itu, dokumen permohonan kredit tersebut 

juga harus dilampiri dengan dokumen - dokumen 

pendukung yang dipersyaratkan. Dokumen - dokumen 

pendukung yang dipersyaratkan tidak sama antara 

kredit modal kerja dan investasi dengan kredit 

konsumtif .

dokumen - dokumen pendukung yang dipersyaratkan 

untuk kredit modal kerja dan investasi antara lain :

1. identitas

identitas harus mencantumkan antara lain nama, 

alamat (rumah, kantor, dan pabrik/toko), bentuk 

usaha, bidang usaha, susunan pengurus dan pemegang 

saham.

2. akta pendirian perusahaan

3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

dokumen - dokumen pendukung yang dipersyaratkan 

untuk kredit konsumtif antara lain :

1. identitas

identitas harus mencantumkan antara lain nama, 

alamat, status, pekerjaan, nama

instansi/perusahaan.

2. slip gaji/penghasilan

B. Tahap Analisis Kredit
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Setelah permohonan kredit tersebut diterima oleh 

bank, maka bank harus memastikan kebenaran data dan 

informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit 

dengan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen 

permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah 

debitur.

Analisis kredit dapat dilakukan melalui pola

pendekatan 5 C. Analisis kredit dengan pola

pendekatan 5 C dapat diuraikan sebagai berikut :19

1. Analisis Watak (Character)

Analisis watak bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran akan kemauan membayar dari pemohon. Dalam 

melakukan analisis watak, bank harus meneliti

perilaku pemohon dari berbagai sumber informasi 

yang relevan antara lain :

a. Reputasi bisnis/reputasi perusahaan

b. Riwayat perusahaan

c. Catatan kriminal

d. Riwayat hidup dan/ riwayat pernikahan

e. Gaya hidup

f. Tingkat kooperatif selama proses analisis 

dilakukan

19 Lihat Kebijaksanaan Perkreditan Bank (KPB) Internal 
tentang Analisis Kredit.
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g. Tingkat hubungan/kerja sama dengan bank

h. Kecenderungan berbisnis selama ini

i. Budaya perusahaan

j . Legalitas usaha pemohon

k. Informasi Bank (BI), rekan bisnis dan pesaing

1. Catatan intern bank 

. Analisis Kemampuan (Capacity)

Analisis kemampuan bertujuan untuk mengukur 

tingkat kemampuan membayar dari calon nasabah 

debitur. Pengukuran tingkat kemampuan membayar 

dari calon nasabah debitur tergantung pada jenis 

kredit yang diajukan.

Apabila calon nasabah debitur mengajukan kredit 

modal kerja dan investasi, maka tingkat kemampuan 

membayar diukur melalui :

a. Aspek manajemen

Aspek manajemen adalah aspek yang berkaitan 

dengan kemampuan calon nasabah debitur 

mengelola perusahaan. Analisis aspek manajemen 

dilakukan dengan mencermati hal - hal sebagai 

berikut :

1) Kemampuan menetapkan visi dan misi dalam 

berusaha
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2) Kemampuan menerjemahkan visi dan misi dalam 

sasaran - sasaran spesifik

3) Kemampuan merumuskan strategi yang diperlukan 

untuk mencapai sasaran

4) Kemampuan menerapkan strategi secara efektif 

dan efisien

5) Kemampuan melakukan evaluasi dan pengendalian

b. Aspek produksi

Aspek produksi adalah aspek yang berkaitan 

dengan kemampuan calon nasabah

debitur/perusahaan menghasilkan barang/jasa.

Analisis aspek produksi dilakukan dengan 

mencermati faktor - faktor produksi. Faktor - 

faktor produksi terdiri dari :

1) Tenaga kerja

2) Mesin

c. Aspek pemasaran

Aspek pemasaran adalah aspek yang berkaitan 

dengan kemampuan calon nasabah

debitur/perusahaan memasarkan barang/jasa yang 

dihasilkan. Analisis aspek pemasaran dilakukan 

dengan mencermati hal - hal sebagai berikut :

1) Data penjualan barang/jasa

2) Tingkat persaingan
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3) Proyeksi penjualan barang/jasa mendatang, 

meliputi :

a) Perencanaan pemasaran barang/j asa

b) Strategi pemasaran barang/jasa

d. Aspek personalia

Aspek personalia adalah aspek yang berkaitan 

dengan kuantitas dan kualitas tenaga kerja 

dalam mendukung aktivitas perusahaan dan 

kemampuan perusahaan memelihara hubungan baik 

antara tenaga kerja dengan perusahaan. Analisis 

aspek personalia dilakukan dengan mencermati 

hal - hal sebagai berikut :

1) Jumlah tenaga kerja baik harian maupun tetap

2) Organisasi pekerja

3) Tingkat keahlian manajer dan tenaga pelaksana

4) Gaya manajemen

e. Aspek keuangan

Aspek keuangan adalah aspek yang berkaitan 

dengan keuangan calon nasabah

debitur/perusahaan. Analisis aspek keuangan 

dilakukan dengan meneliti laporan keuangan 

minimal 2 (dua) dua periode terakhir. Laporan 

keuangan periode terakhir adalah laporan 

keuangan maksimum 3 (tiga) bulan sebelum bulan
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pengajuan. Laporan keuangan tersebut terdiri 

dari laporan neraca dan laba rugi.

f. Aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

(AMDAL)

Aspek AMDAL adalah aspek yang berkaitan 

dengan upaya perusahaan untuk menjaga 

kelestarian lingkungan. AMDAL dilakukan dengan 

meneliti prosedur pengelolaan limbah

perusahaan.

Apabila calon nasabah debitur mengajukan kredit 

konsumtif, maka tingkat kemampuan membayar diukur 

dari gaji/penghasilan.

3. Analisis Modal (Capital)

Analisis modal bertujuan untuk mengukur 

kemampuan modal sendiri (own share) dalam 

mendukung pembiayaan perusahaan. Dalam melakukan 

analisis modal, bank harus mencermati berbagai 

informasi berikut :

a. Komposisi modal dalam akta pendirian perusahaan 

dan perubahannya.

b. Perkembangan keuntungan usaha selama minimal 2 

(dua) periode terakhir. Tinggi rendahnya 

keuntungan mencerminkan tinggi rendahnya 

kemampuan pengadaan modal sendiri dari laba.
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c. Bagi perusahaan yang telah menjual sahamnya di 

pasar modal (go public) , diteliti pula 

perkembangan nilai sahamnya. Naik turunnya 

harga saham mencerminkan tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap prospek usaha penerbit 

saham.

. Analisis Agunan (Collateral)

Analisis agunan bertujuan untuk mengukur nilai 

agunan dalam menjamin pelunasan kredit. Agunan 

merupakan sumber pelunasan kedua (second wayout) 

apabila kredit menjadi bermasalah. Agunan terdiri 

dari :

a . Agunan pokok

Penjelasan Pasal 8 Undang - Undang No.10 

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - 

Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

memberikan pengertian agunan pokok secara

implisit, agunan pokok adalah agunan yang 

pengadaanya bersumber dari kredit. Agunan ini 

dapat berupa proyek atau hak tagih. Proyek atau 

hak tagih harus diartikan sebagai seluruh usaha 

yang dibiayai dengan kredit sebagai suatu

kesatuan yang meliputi kekayaan (asset)

perusahaan. Kekayaan {asset) tersebut baik
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kekayaan (asset) yang langsung maupun tidak 

langsung dibiayai dengan kredit,

b. Agunan tambahan

Agunan tambahan adalah agunan yang tidak 

termasuk agunan pokok. Agunan tambahan dapat 

berupa rumah, pabrik, jaminan pemerintah, dan 

lain - lain.

Mengingat pengembalian kredit konsumsi pada 

umumnya sulit diharapkan dari hasil penggunaan 

kredit, maka agunan dalam kredit konsumsi harus 

diutamakan. Agunan kredit konsumtif biasanya 

berupa gaji/penghasilan.

Berdasarkan aspek - aspek lain dari 5 C, bank 

telah memperoleh keyakinan atas kemampuan calon 

nasabah debitur untuk melunasi utangnya, maka 

agunan dapat hanya berupa agunan pokok.

5. Analisis Prospek Usaha (Condition)

Analisis prospek usaha bertujuan untuk 

mengetahui prospek suatu usaha yang hendak 

dibiayai. Dalam melakukan analisis prospek usaha, 

bank harus mencermati kondisi usaha secara makro.

Mengingat pemberian kredit investasi pada 

umumnya terkait dengan jumlah dana yang besar 

untuk membiayai kegiatan usaha jangka panjang
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dengan implikasi risiko yang cukup complicated, 

maka diperlukan analisis untuk mengetahui prospek 

usaha suatu proyek. Analisis tersebut antara lain 

mencakup analisis aspek keuangan, analisis pasar, 

analisis teknis, analisis manajemen, analisis 

ekonomi dan sosial, dan analisis hukum.

Apabila dari hasil penelitian yang dilakukan itu, 

bank berpendapat bahwa dokumen permohonan kredit 

yang diajukan tersebut belum lengkap, maka bank akan 

meminta kepada calon nasabah debitur untuk

melengkapinya. Sebaliknya apabila permohonan kredit 

yang diajukan tersebut telah lengkap, maka

permohonan kredit tersebut diteruskan kepada 

direksi.

Dalam memberikan putusan kredit, direksi harus 

mempertimbangkan hal - hal antara lain :20

1. Kelengkapan Permohonan Kredit

2. Analisis Kredit yang dibuat oleh Pejabat 

Perkreditan (Account Officer)

3. Rekomendasi yang diberikan oleh Pejabat

Perkreditan (Account Officer)

20 Lihat Kebijaksanaan Perkreditan Bank (KPB) Internal 
tentang Kebijakan Putusan Kredit
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Putusan kredit harus dinyatakan secara tertulis 

dalam dokumen putusan kredit. Dokumen putusan kredit 

harus memuat antara lain :

1. Jenis Kredit

2. syarat - syarat kredit

3. ketentuan - ketentuan yang harus dilakukan direksi 

dalam rangka pembinaan nasabah debitur

setiap putusan kredit yang berbeda dengan 

rekomendasi kredit harus dijelaskan secara tertulis 

oleh direksi. Dalam hal putusan kredit diberikan 

oleh dewan direksi, setiap putusan yang berbeda 

dengan rekomendasi kredit harus dijelaskan secara 

tertulis.

C. Tahap Dokumentasi Kredit
Setelah permohonan kredit disetujui oleh direksi, 

maka persetujuan tersebut harus dituangkan dalam 

dokumen perjanjian kredit.

Perjanjian kredit terdiri dari dua kata yaitu 

perjanjian dan kredit. Secara etimologis istilah 

perjanjian berasal dari bahasa Belanda, 

overeenkomst, yang berarti perjanjian atau 

persetujuan,21 sedangkan istilah kredit, secara

21 Belum ada kesepakatan pendapat dari para sarjana hukum 
Indonesia mengenai terjemahan istilah dari overeenkomst,
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etimologis, berasal dari bahasa Latin, credere, yang 

berarti kepercayaan.22

Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUH 

Perdata yaitu : "suatu perjanjian adalah suatu

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". 

Berkaitan dengan pengertian yang diberikan KUH

Perdata mengenai perjanjian, para sarjana hukum

perdata umumnya berpendapat kurang lengkap dan

terlalu luas sehingga banyak mengandung kelemahan - 

kelemahan.

Adapun kelemahan - kelemahan tersebut dirinci oleh 

Patrik sebagai berikut :

1. Pengertian tersebut hanya menyangkut perjanjian 

sepihak saja, dapat diketahui dari rumusan "satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang atau lebih". Kata "mengikatkan" merupakan 

kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu

sebagian ada yang menerjemahkan sebagai perjanjian dan sebagian 
ada yang menerjemahkan sebagai persetujuan. Prodjodikoro, dalam 
bukunya berjudul Azas-Azas hukum perjanjian, memakai istilah 
persetujuan untuk terjemahan overeenkomst dan menyamakan 
istilah perjanjian-perjanjian tertentu untuk persetujuan- 
persetujuan tertentu, dalam bukunya yang berjudul, Hukum 
Perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu, sedangkan Sri 
Soedewi Masjchoen Sofwan, dalam bukunya yang berjudul, Hukum 
Perutangan, memakai istilah perjanjian untuk overeenkomst.

22 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta : 
Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 57.
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pihak saja, tidak dari kedua pihak, sedangkan 

maksud dari perjanjian itu mengikatkan diri dari 

dari kedua pihak, sehingga tampak kekurangannya. 

Oleh karena itu perlu ada rumusan "saling 

mengikatkan diri", sehingga jelas tampak adanya 

kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat 

perjanjian.

2. Kata perbuatan mencakup pengertian yang sangat 

luas, karena mencakup juga perbuatan yang tidak 

mengandung adanya kehendak untuk menimbulkan 

akibat hukum, padahal perbuatan yang dimaksudkan 

dalam rumusan tersebut adalah perbuatan hukum 

yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.23 

Oleh karena itu perlu diadakan perbaikan mengenai

definisi tersebut, yaitu :

1. Menambahkan perkataan "atau saling mengikatkan 

dirinya" dalam pasal 1313 KUH Perdata.

2. perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, 

yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan 

akibat hukum.

23 Purwahid Patrik, Dasar - Dasar Hukum Perikatan (Perikatan 
yang lahir dari Perjanjian dan Undang - Undang), (Bandung : 
Mandar Maju, 1994), hlm. 45.
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Sehingga perumusannya menjadi perjanjian adalah 

suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih 

saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 

lebih.24

Dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan No. 

10 Tahun 1998 dicantumkan pengertian kredit sebagai 

berikut :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang 
dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 
peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka
waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan uraian di atas, maka definisi dari 

perjanjian kredit adalah perjanjian antara bank 

sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur 

mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu yang mewajibkan debitur 

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu

tertentu dengan sejumlah bunga.25

Pada umumnya kredit diamankan dengan adanya

jaminan. Jaminan yang ideal bagi bank adalah jaminan

24 R. Setiawan, Pokok - Pokok Hukum Perikatan, (Bandung : 
Putra A Bardin, 1999), hlm. 49.

25 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan
Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian 
Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 
1993), hlm. 14.
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yang mudah dijual untuk menutupi utang nasabah

debitur. Bentuk Jaminan dapat berupa jaminan 

perorangan maupun jaminan kebendaan. Jaminan 

perorangan (borgtocht) merupakan jaminan yang

diberikan oleh pihak ketiga kepada bank untuk 

menanggung utang apabila nasabah debitur tidak

melunasi utangnya. Jaminan kebendaan merupakan 

jaminan yang diberikan oleh nasabah debitur kepada 

bank baik berupa benda tetap maupun benda bergerak 

untuk menjamin pelunasan utang.26

Setelah perjanjian kredit ditandatangani, maka 

diadakan perjanjian pengikatan jaminan. Mengenai 

bentuk perjanjian pengikatan jaminan tergantung dari 

bentuk jaminan yang diberikan oleh nasabah debitur. 

Jika bentuk jaminannya berupa jaminan perorangan 

maka diadakan perjanjian penanggungan utang, 

sebaliknya jika bentuk jaminannya berupa jaminan 

kebendaan maka diadakan perjanjian gadai dan fidusia 

untuk benda bergerak atau perjanjian pemberian hak 

tanggungan dan hipotek untuk benda tetap. Perjanjian 

pengikatan agunan merupakan perjanjian accesoir, 

sedangkan perjanjian kredit merupakan perjanjian

26 Kartini Muljadi dan Gunawan Wijaya, Hak Istimewa, Gadai, 
dan Hipotek,(Jakarta : Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 65.
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p o k o k .  P e r j a n j i a n  a c c e s o i r  a d a l a h  p e r j a n j i a n  y a n g  

k e b e r a d a a n n y a  t e r g a n t u n g  d a r i  p e r j a n j i a n  p o k o k .  A d a  

d a n  t i d a k n y a  p e r j a n j i a n  p e n g i k a t a n  a g u n a n  t e r g a n t u n g  

p a d a  a d a  d a n  t i d a k n y a  p e r j a n j i a n  kredit.

D. Tahap Pengawasan Kredit

S e t e l a h  p e r j a n j i a n  k r e d i t  d i t a n d a t a n g a n i  o l e h  b a n k  

d a n  n a s a b a h  de b i t u r ,  m a k a  b a n k  a k a n  m e n g a w a s i  

p e n g g u n a a n  k r e d i t  o l e h  n a s a b a h  d e b i t u r .  P e n g g u n a a n  

k r e d i t  o l e h  n a s a b a h  d e b i t u r  h a r u s  s e s u a i  d e n g a n  

t u j u a n  p e n g g u n a a n  k r e d i t  y a n g  t e l a h  d i t e n t u k a n  d a l a m  

p e r j a n j i a n  k r e dit.

B a n k  m e n g a w a s i  p e n g g u n a a n  k r e d i t  o l e h  n a s a b a h  

d e b i t u r  b a i k  m e l a l u i  l a p o r a n  — l a p o r a n  n a s a b a h  

d e b i t u r  y a n g  d i s e r a h k a n  p a d a  bank y a n g  j e n i s  d a n  

i s i n y a  d i t e n t u k a n  o l e h  bank maupun m e l a l u i  

p e n i n j a u a n  s e t e m p a t  (on the s p o t  audit) .27

L a p o r a n  - l a p o r a n  n a s a b a h  d e b i t u r  y a n g  d i s e r a h k a n  

k e p a d a  b a n k  a n t a r a  l a i n  l a p o r a n  k e m a j u a n  p e m b a n g u n a n

proyek, l a p o r a n  p e m b e l i a n  b a h a n  b a k u / b a r a n g  j a d i ,
2 8d a n  l a p o r a n  k e u angan.

27 Sutan Remy Sjahdeini, op. cit., hlm.5.

28 Ibid.
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Melalui peninjauan setempat (on the spot audit), 

bank dapat mengetahui kemajuan pembangunan proyek, 

jumlah persediaan bahan baku/barang jadi dan

sebagainya.29

Apabila dari laporan - laporan nasabah debitur dan 

peninjauan setempat (on the spot audit) , diketahui 

terdapat penyimpangan penggunaan kredit, maka bank 

berwenang menghentikan pencairan kredit berikutnya 

dan menagih agar kredit tersebut dilunasi seketika 

dan sekaligus oleh nasabah debitur.

E. Tahap Penyelamatan Kredit
Sekalipun usaha - usaha pencegahan telah dilakukan 

agar kredit tidak menjadi bermasalah, namun tidak

menutup kemungkinan kredit bermasalah (Non 

Performing Loan) terjadi juga karena sebab - sebab 

tertentu. Kredit bermasalah meliputi kredit dalam 

perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit

diragukan dan kredit macet.30

Apabila terjadi kredit bermasalah, maka upaya

pertama yang dilakukan oleh bank adalah 

menyelamatkannya melalui program yang disebut 

penyelamatan kredit (rescue program) . Menurut PBI

29 ibid.
30 Lihat Pasal 12 ayat (3) PBI N o .7/2/PBI/2005 tentang 

Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Pertanggungjawaban direksi..., Titi Asmara Dewi, FH UI, 2008



No.7/2/PBI tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank 

Umum, untuk upaya penyelamatan kredit menggunakan 

istilah "Restrukturisasi Kredit".

Berdasarkan Pasal 51 PBI tersebut, tidak semua 

kredit bermasalah boleh direstrukturisasi oleh bank. 

Bank hanya boleh melakukan restrukturisasi kredit 

terhadap debitur yang memenuhi syarat berikut :

1. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok 

dan/atau bunga

2. debitur masih memiliki prospek usaha yang baik 

Walaupun Pasal 51 PBI tersebut tidak mensyaratkan

adanya itikad baik dari nasabah debitur baik dalam 

penggunaan, pelunasan kredit pada masa lampau 

sebelum kredit menjadi bermasalah maupun pada saat 

pengupayaan restrukturisasi kredit, namun menurut 

Sjahdeini, itikad baik merupakan syarat yang sangat 

penting disamping syarat - syarat tersebut di atas.31

Kemudian berdasarkan Pasal 52 PBI tersebut, bank 

dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan 

tujuan menghindari :

1. Penurunan penggolongan kualitas kredit

2. peningkatan pembentukan PPAP

31 Ibid., hlm.48

Pertanggungjawaban direksi..., Titi Asmara Dewi, FH UI, 2008



3. penghentian pengakuan pendapatan bunga secara 

acrual.

Adapun bentuk - bentuk restrukturisasi kredit yang

dapat dilakukan oleh bank antara lain :32

1. Penjadwalan Kembali (rescheduling)

Bank akan memberikan tambahan jangka waktu 

pelunasan kredit baik menyangkut perubahan 

besarnya angsuran maupun tidak.

2. Persyaratan Kembali (reconditioning)

Bank akan meringankan persyaratan kredit untuk 

memberi kemudahan nasabah debitur dalam melunasi 

kreditnya.

3. Pengurangan jumlah kredit pokok (hair cut)

4. Pengurangan tingkat suku bunga

Bank akan menurunkan tingkat suku bunga sampai 

di bawah tingkat suku bunga kredit normal (base 

rate) .

5. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara 

bank pada perusahaan debitur

6. Memberikan tambahan kredit baru

Bank memberikan tambahan kredit sebagai "darah 

baru" (fresh blood) bagi keperluan usaha nasabah

32 Rachmadi Usman, op. cit., hlm.293.
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debitur. Pemberian tambahan kredit tersebut dalam 

dunia perbankan disebut kredit injeksi.

Tahap Penyelesaian Kredit:
Apabila menurut pertimbangan bank, kredit macet 

tersebut tidak mungkin diselamatkan untuk menjadi 

lancar kembali, maka bank akan melakukan upaya 

penyelesaian kredit.

Adapun bentuk - bentuk penyelesaian kredit yang 

dapat dilakukan oleh bank antara lain :

1. Eksekusi Agunan

Dalam hal jaminan suatu piutang adalah jaminan 

penanggungan (borgtocht) maka dalam hal debiturnya 

cidera janji/tidak membayar utangnya, hak kreditur 

pemegang jaminan penanggungan adalah mengajukan 

gugatan terhadap debiturnya, dan atau 

penanggungnya sesuai sifat jaminan penanggungannya 

dengan mohon sita jaminan terhadap harta kekayaan 

mereka. Apabila kreditor tersebut telah 

mendapatkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum yang pasti dengan diktum 

yang menghukum debitur/penanggung seagai tergugat 

unuk membayar sejumlah uang kepada

kreditur/penggugat, dan debitur/penanggung/tergugat 

telah tidak memenuhi putusan dari pengadilan
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tersebut secara sukarela maka kreditur pemegang 

jaminan penanggungan tersebut berhak untuk mohon 

eksekusi putusan tersebut ke pengadilan yang 

berwenang.33

Eksekusi agunan berupa benda, baik benda tetap 

maupun benda bergerak dilakukan dengan mengajukan 

permohonan sita eksekusi ke Pengadilan Negeri. 

Apabila permohonan sita eksekusi dikabulkan oleh 

Pengadilan Negeri, maka bank akan menyita agunan 

tersebut. Kemudian agunan yang telah disita 

dijual. Penjualan agunan dapat dilakukan melalui 

penjualan di bawah tangan atau pelelangan. 

Penjualan di bawah tangan hanya dapat dilakukan 

apabila bank telah memiliki kuasa menjual. 

Sebaliknya apabila bank tidak memiliki kuasa 

tersebut, maka penjualan agunan harus dilakukan 

melalui pelelangan.

2. Penyerahan Penagihan Piutang Negara Kepada PUPN

Menurut Undang - Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 

tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), 

pengurusan piutang negara diserahkan kepada

33 Maria Elisabeth Elijana, "Eksekusi Barang Jaminan 
Sebagai Salah Satu Cara Pengembalian Hutang Debitor" dalam 
Seminar Sehari Perbankan, diedit oleh Suparjo Sujadi, et al, 
(Depok : Jurnal Hukum & Pembangunan, 2006), hlm.52.
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Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Piutang 
negara yang diserahkan itu adalah piutang yang 

adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum.
3. Debt Collector Swasta

Bank swasta menyerahkan penagihan kredit 
macetnya kepada orang atau badan yang disebut debt 

collector. Debt collector biasanya terdiri dari 

oknum - oknum ABRI, kejaksaan, dan tukang pukul.34

4. Pengajuan Permohonan Pailit
Upaya penyelesaian kredit dilakukan dengan

pengajuan permohonan pernyataan pailit kepada
Pengadilan Niaga. Dengan adanya pernyataan pailit, 

maka debitor kehilangan hak untuk menguasai dan 

mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam boedel 

pailit, terhitung sejak tanggal kepailitan itu,35 

kuratorlah yang berwenang melakukan pengurusan dan 

pemberesan harta pailit.36
Pada umumnya bank berkedudukan sebagai kreditur 

separatis37, maka bank dapat menjual sendiri

3A Sutan Remy Sjahdeini, op. cit., hlm.71

35 Pasal 24 UUK

36 Pasal 69 ayat (1) UUK

37 Kreditur separatis adalah kreditur pemegang hak jaminan 
kebendaan (gadai, hipotek, hak tanggungan dan fidusia) .
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barang - barang yang menjadi jaminan, seolah - 

olah tidak ada kepailitan. Dari hasil penjualan 

tersebut, bank mengambil sebesar piutangnya, 

sedangkan apabila ada sisanya disetorkan ke kas 

kurator sebagai boedel pailit. Sebaliknya bila 

hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, 

maka dapat memasukkan kekurangannya sebagai 

kreditur konkuren38.

38 Menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya Hak 
Tanggungan : Asas - Asas, Ketentuan - Ketentuan Pokok dan 
Masalah yang dihadapi oleh Perbankan, kreditur konkuren 
memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil 
penjualan harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun 
yang akan ada di kemudian hari setelah sebelumnya dikurangi 
dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditur 
pemegang hak jaminan dan para kreditur dengan hak istimewa 
secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang 
masing - masing kreditur konkuren tersebut (berbagi secara 
pari passu pro rata parte) .
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KREDIT MACET BERINDIKASI PIDANA DAN KREDIT 
MACET TIDAK BERINDIKASI PIDANA

A. Pendekatan Risiko Usaha (B u s in e s s  R i s k )
Pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur 

mengandung risiko. Risiko yang terkandung dalam 

pemberian kredit adalah risiko kredit macet. Risiko 

kredit macet melekat (inherent) pada usaha bank. 

Dalam memberikan kredit, bank harus menerapkan 

Prinsip Kehati - hatian.39 Prinsip Kehati - hatian 

dilaksanakan dengan cara - cara yang tidak merugikan 

bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan 

dananya kepada bank.40 Adapun cara - cara yang tidak 

merugikan kepentingan bank adalah dalam memberikan 

kredit, bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan 

analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan 

serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi 

utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.41

Namun, penerapan Prinsip Kehati - hatian 

(Prudential Principies) dalam pemberian kredit tidak

39 Lihat Pasal 2 UUP

40 Lihat Pasal 29 ayat (3) UUP

41 Lihat Pasal 8 ayat (1) UUP
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menjamin sepenuhnya kredit macet tidak terjadi, 

karena kredit macet tidak hanya disebabkan oleh 

faktor - faktor internal bank dan nasabah debitur, 

tetapi dapat pula disebabkan oleh faktor - faktor 

eksternal di luar kendali bank dan nasabah debitur.

Apabila direksi telah menerapkan Prinsip Kehati - 

hatian dalam proses pemberian putusan kredit, tetapi 

kredit tetap macet, maka pemberian putusan tersebut 

merupakan business judgment rule42.

B. Pendekatan Prinsip Kehati — hatian.
Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 

tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, bank tidak 

boleh melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit 

(BMPK) . Apabila terjadi kredit Macet yang disebabkan 

oleh Pelanggaran BMPK tersebut, setelah diberi 

peringatan dalam tenggang waktu tertentu, bank dapat 

dikenakan sanksi administratif sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 52 Undang - Undang Perbankan. 

Selain itu Pemegang Saham, Komisaris, Direksi, 

Pegawai Bank dan Pihak terafiliasi lainnya dapat

42 Menurut Erman Rajagukguk dalam Artikel yang berjudul 
Pengelolaan Perusahaan yang Baik : Tanggung Jawab Pemegang
Saham, Komisaris, dan Direksi, Business Judgment Rule adalah 
aturan bahwa keputusan direksi adalah sahih dan mengikat serta 
tidak dapat dikesampingkan atau diserang oleh para pemegang 
saham.
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dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam 

Pasal 4 9 ayat (2) huruf b Undang - Undang Perbankan.

Namun selama direksi beritikad baik (tidak 

melanggar duty of care43) , maka pemberian putusan 

tersebut hanya merupakan pelanggaran duty of career. 

Sebaliknya apabila direksi tidak menerapkan prinsip 

kehati - hatian dalam proses pemberian putusan 

kredit karena beritikad buruk (melanggar duty of 

care) dan dapat dibuktikan, maka direksi dapat 

dipidana dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang - 

Undang Perbankan.

C. Pendekatan Tindak Pidana Korupsi
Secara etimologis istilah korupsi berasal dari 

Bahasa Latin, corruptio, yang berarti jahat atau 

buruk. Oleh karena itu tindak pidana korupsi berarti 

suatu delik akibat perbuatan jahat atau buruk.44

Undang - Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang - 

Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi tidak menyatakan secara eksplisit

43 Menurut Sean J. Griffith dalam artikel yang berjudul Good 
Faith Business Judgment : A Theory of Rhetoric in Corporate Law 
Jurisprudence, duty of care adalah sebuah asumsi bahwa pembuat 
keputusan dimotivasi oleh tujuan bisnis perusahaan {the duty of 
care contain within itself an assumption that the decisionmaker 
is motivated by the corporation's business purpose).

44 Darwin Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.l.
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pengertian tindak pidana korupsi. Namun dari Pasal 2 

ayat (1) dan Pasal 3, dapat disimpulkan pengertian 

tindak pidana korupsi yaitu perbuatan melawan hukum 

untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain atau korporasi dengan 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana 

yang ada karena jabatan atau kedudukannya yang 

secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara.

Dari kedua Pasal tersebut dapat dirumuskan unsur - 

unsur tindak pidana korupsi sebagai berikut :

1. perbuatan melawan hukum;

2. memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain atau korporasi;

3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau 

sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya;

4. dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. 

Keempat unsur tersebut harus dipenuhi agar dapat 

mengarahkan kasus kredit macet menjadi kasus tindak 

pidana korupsi.

Tindak Pidana Korupsi tidak hanya dapat dikenakan 

pada Bank BUMN, tetapi juga Bank Swasta. Hal itu 

dapat dilihat pada 2 (dua) contoh kasus yaitu Kasus
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Kredit Macet Bank Mandiri dan Kasus Perdagangan 

Valuta Asing Bank Duta.

Dalam Kasus Kredit Macet Bank Mandiri, Perkara No. 

1144 K/Pid/2006, Para terdakwa yang terdiri dari : 

Terdakwa I E.C.W. Neloe selaku Direktur Utama Bank 

Mandiri (Persero) Tbk, Terdakwa II I Wayan Pugeg 

selaku Direktur Risk Management PT. Bank Mandiri 

(Persero) Tbk dan Terdakwa III M. Sholeh Tasripan 

selaku EVP Coordinator Corporate & Government PT. 

Bank Mandiri (Persero) Tbk didakwa oleh Jaksa dengan 

dakwaan secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara.

Kasus ini bermula dari Saksi Edyson selaku Dirut 

PT Cipta Graha Nusantara (PT CGN) mengajukan 

Permohonan Kredit Investasi sebesar Rp 165 Milyar 

kepada PT Bank Mandiri. Permohonan Kredit Investasi 

tersebut tertuang dalam Surat Permohonan Kredit 

Investasi No. 001/CGN/X/2002 tanggal 23 oktober 

2002. Dalam surat permohonan kredit investasi 

tersebut diuraikan mengenai tujuan penggunaan kredit 

yaitu untuk membeli asset kredit PT Tahta Medan 

sebesar Rp 160 Milyar dan mentake over saham yang
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dimiliki oleh Pemegang Saham PT Tahta Medan (Dana 

Pensiun Bank Mandiri Tiga (DPBM3) dan PT Pengelola 

Investasi Mandiri (PT PIM) ) sebesar Rp 5 Milyar 

ditambah sel f financing sebesar Rp 22.500.000.000. 

Adapun tujuan penggunaan pembelian asset kredit PT 

Tahta Medan adalah untuk menyelesaikan pembangunan 

Tiara Tower dan renovasi bangunan Hotel Tiara Medan. 

Kemudian Terdakwa I E.C.W. Neloe selaku Direktur 

Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk memerintahkan 

kepada Saksi fachrudin Yasin selaku Corporate 

Banking agar permohonan kredit investasi tersebut 

diproses dengan Pemberian Kredit Bridging Loan.

Pada tanggal 24 oktober 2002 Para terdakwa 

menyetujui pemberian kredit Bridging Loan sebesar Rp 

160 Milyar kepada PT. Cipta Graha Nusantara (PT CGN) 

tanpa memenuhi norma - norma umum perbankan dan asas

- asas perkreditan yang sehat sebagaimana tertuang 

dalam Artikel 520 Kebijakan Perkreditan PT Bank 

Mandiri (KPBM) Tahun 2 0 0 0 . 45"

45 Artikel 520 Kebijakan Perkreditan PT Bank Mandiri (KPBM) 
Tahun 2000 menyatakan "Mengingat tanggung jawab pemutus kredit 
berkaitan erat dengan kemungkinan suatu debitur menjadi tetap 
lancar atau bermasalah, kepada Para Officer Pemutus Kredit 
diminta melaksanakan hal - hal sebagai berikut :
1. Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai 

dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (KPK)
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Para terdakwa tidak memenuhi norma - norma umum 

perbankan dan asas - asas perkreditan yang sehat 

tersebut karena mereka telah berniat untuk membiayai 

pembelian asset kredit PT Tahta Medan dengan cara 

memberikan kredit kepada PT Cipta Graha Nusantara 

dengan tujuan untuk menyelamatkan Dana Pensiun Bank 

Mandiri Tiga (DPBM3) dan PT Pengelola Investama 

Mandiri dari kemungkinan digugat pailit oleh 

investorf bila tidak mampu membayar seluruh 

kewajiban ATK yang dibeli dari BPPN sebesar USD 31 

Juta. Gugatan pailit bisa berdampak negatif bagi 

Bank Mandiri yang pada saat itu sedang melakukan 

persiapan IPO.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam 

pertimbangannya menyatakan bahwa Pemberian Kredit 

Bridging Loan sebesar Rp 160 Milyar kepada PT Cipta 

Graha Nusantara (PT CGN) tersebut termasuk dalam 

ruang lingkup perjanjian yang merupakan ruang 

lingkup hukum perdata.

2. Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada 
penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta 
terlepas dari pengaruh pihak - pihak yang berkepentingan 
dengan pemohon kredit ;

3. Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi 
pada waktunya dan tidak berkembang menjadi kredit 
bermasalah."
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Oleh karena itu Pengadilan Negeri memutuskan bahwa 

Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana 

sebagaimana yang didakwakan kepada mereka dan 

membebaskan Para Terdakwa dari seluruh dakwaan.

Sedangkan Mahkamah Agung dalam pertimbangannya 

menyatakan bahwa Para Terdakwa secara melawan hukum 

telah memberikan kredit bridging loan sebesar Rp 160 

Milyar kepada PT Cipta Graha Nusantara. Pemberian 

kredit Bridging loan tersebut dilakukan oleh Para 

Terdakwa tanpa memenuhi asas - asas umum perbankan 

dan prinsip - prinsip perkreditan yang sehat 

sehingga memperkaya korporasi (PT Tri Manunggal 

Mandiri Persada (TMMP) karena ternyata asset kredit 

PT Tahta Medan yang dibeli oleh PT Tri Mandiri 

Persada dari BPPN hanya sebesar Rp 97 Milyar, 

berarti dari kredit bridging loan sebesar Rp 160 

Milyar tersebut, ada kelebihan sebesar Rp 63 Milyar 

untuk keuntungan PT Tri Manunggal Mandiri Persada 

(TMMP). Perbuatan Para terdakwa memperkaya suatu 

korporasi tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan 

kewenangan karena tidak terbukti adanya kenyataan 

yang mendesak untuk menyimpangi prinsip kehati - 

hatian. Oleh karena itu Perbuatan Para Terdakwa
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tersebut dapat merugikan keuangan negara karena 

kekayaan BUMN adalah kekayaan negara.

Oleh karena itu Mahkamah Agung, membatalkan 

Putusan Pengadilan Negeri dan menyatakan bahwa Para 

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan 

menghukum Para Terdakwa masing - masing 10 (sepuluh) 

tahun dengan denda sebesar Rp 500.000.000 (lima 

ratus juta rupiah) atau kurungan pengganti selama 6 

(enam) bulan.

Dalam Kasus Bank Duta46, Perkara No. 14K/Pid/1992, 

Terdakwa Achmad Sidik Mauladi alias Dicky Iskandar 

Di Nata, MBA selaku Wakil Direktur Utama/Direktur 

Eksekutif Bank Duta didakwa oleh Jaksa dengan 

dakwaan secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara.

Kasus ini bermula dari Terdakwa Achmad Sidik 

Mauladi alias Dicky Iskandar Di Nata MBA, dalam 

kedudukannya selaku Direktur pada PT Bank Duta dan 

Wakil Direktur Utama/Direktur Eksekutif diserahi

46 Sudargo Gautama, Himpunan Jurisprudensi Indonesia yang 
Penting untuk Praktek Sehari - hari (Landmark Decisions), 
(Bandung : Citra Aditya Bakti,1993), hlm.7 - 247.
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tugas urusan treasury yaitu mengelola perdagangan 

valuta asing dengan limit - limit tertentu dan 

keharusan mengikuti ketentuan lain yang diatur dalam 

Memo No.030/MEMO/UTLN/VII/1988 tanggal 30 Maret 

1988, Pada sekitar bulan Juni 1988 sampai dengan 

Maret 1989, tanpa sepengetahuan direksi lainnya, 

bersama - sama dengan saksi Risanto Sasmoyo 

melakukan kegiatan perdagangan valuta asing (foreign 

exchange trading) dengan Citibank Jakarta melampaui 

trading limit yang telah ditentukan, sehingga akibat 

perbuatan tersebut Bank Duta menderita kerugian 

sebesar kurang lebih US $ 3.205.421.60, untuk

menyembunyikan perbuatan dan kerugian tersebut, maka 

terdakwa memerintahkan Saksi Raikaty Panjilie atau 

staf Treasury lainnya mentransfer dana Bank Duta ke 

Duta International Finance Company (DIFC) Hongkong 

seolah - olah sebagai penempatan dana (placement) . 

Pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 2 Maret 

1989 dana tersebut melalui Eastide Corporation 

Hongkong ditransfer lagi ke Citibank New york untuk 

keuntungan City Bank Jakarta.

Terdakwa dalam jabatan dan fungsinya tersebut 

tidak dibenarkan melakukan perdagangan valuta asing 

untuk diri sendiri. Namun terdakwa telah melakukan
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perdagangan valuta asing untuk diri sendiri di Bank 

Duta sejak sekitar bulan September 1988 sampai 

dengan bulan oktober 1989 dengan National Bank of 

Kuwait Singapore dan Bank - Bank koresponden lainnya 

di Singapura. Transaksi dilakukan dengan cara 

terdakwa menggunakan nama nasabah Edwin Boy Adam 

dimana pada saat menggunakan nama itu terdakwa 

memperoleh kuasa dari saksi Edwin Boy Adam untuk 

melakukan transaksi atas nama nasabah Edwin Boy 

Adam. Syarat - syarat exchange foreign trading atas 

nama Edwin Boy Adam dimuat dalam Perjanjian 

Perdagangan Valuta Asing tertanggal 23 September 

1988 dan Credit Memorandum No.008/Try/X/1988 tanggal 

4 Oktober 1988 yang antara lain memuat ketentuan 

jangka waktu dan nasabah akan menaruh deposito 

jaminan (margin deposit) di Bank Duta serta Maksimum 

transaksi (line of credit) yang disesuaikan dengan 

perbandingan deposito jaminan yang telah ada di Bank 

Duta.

Transaksi atas Nama Edwin Boy Adam tersebut telah 

dilakukan oleh terdakwa, tetapi ada transaksi yang 

melampaui batas trading limit tanpa menambah margin 

deposit dan melewati waktu. Dari transaksi - 

transaksi tersebut terdapat transaksi - transaksi
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yang menguntungkan dan belum menguntungkan. 

Transaksi - transaksi yang menguntungkan telah 

menghasilkan sejumlah kurang lebih US $ 

10.436.677.40 dan telah digunakan oleh terdakwa 

sendiri. Transaksi - transaksi dengan mengambil 

posisi dengan jumlah besar tanpa didukung jaminan 

deposito yang cukup, yang belum menguntungkan, oleh 

terdakwa diperpanjang terus melampaui trading limit 

yang telah ditetapkan. Pada saat terjadinya kerugian 

potensial (potential loss) , Bank Duta harus menambah 

penempatan dana di National Bank o f Kuwait Singapore 

dan Bank - Bank koresponden lainnya. Kerugian 

potensial tersebut menjadi beban margin deposit Bank 

Duta yang sebelumnya telah ditempatkan di Bank 

Koresponden tersebut, padahal terdakwa tidak pernah 

menambah deposito jaminan di Bank Duta sesuai dengan 

persyaratan yang ditentukan.

Dengan perpanjangan waktu tersebut pada saat open 

position mencapai kurang lebih US $ 450.000.000,

mengingat akan dilakukan pemeriksaan, maka untuk 

menghindari kecurigaan tentang adanya seorang 

nasabah dengan open position yang sangat besar, 

terdakwa memerintahkan saksi Endang Sariwening atau 

staf trasury lainnya untuk menempatkan open position
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tersebut selain pada dukungan margin deposit nasabah 

Edwin Boy Adam juga margin deposit atas nama 3 

(tiga) nasabah lain di Bank Duta yang tidak aktif 

lagi yaitu Welly Latief, Benny Irawan Pranata, dan 

Bambang Muharam tanpa sepengetahuan ketiga orang 

tersebut. Dana untuk menambah margin deposit itu 

diambil dari rekening valuta asing atas nama nasabah 

Edwin Boy Adam yang dikuasai terdakwa. Setelah 

merasa aman dari pemeriksaan, terdakwa memerintahkan 

kembali saksi Endang Sariwening atau staf treasury 

lainnya untuk menarik deposit atas nama ketiga 

nasabah yang tidak aktif tersebut dan mengembalikan 

kepada rekening valuta asing atas nama Edwin Boy 

Adam. Open Position sebesar US $ 450.000.000 dengan 

hanya didukung margin deposit sebesar US $ 2.500.000 

diperpanjang terus sehingga potensial loss 

bertambah.

Sejak terdakwa melakukan transaksi valuta asing 

dengan menggunakan nama nasabah Edwin Boy Adam 

dengan kewenangan yang ada padanya telah membebani 

Bank Duta dengan menempatkan dana pada National Bank

o f Kuwait Singapore dan Bank - Bank Koresponden 

lainnya yang sampai bulan Agustus 1990 ketika di cut 

loss oleh NBKS dan disguarekan pada Bank - Bank
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koresponden lainnya, jumlah tersebut telah mencapai 

kurang lebih US $ 221.443.143.73. Jumlah mana

seluruhnya menjadi kerugian Bank Duta karena open 

position yang mengakibatkan penempatan dana tersebut 

yang dilakukan terdakwa atas nama Edwin Boy Adam 

tidak pernah didukung margin yang cukup atau jauh di 

bawah persyaratan, apalagi terdakwa pada bulan Mei 

1990, melalui saksi Mustari Calam telah 

memerintahkan saksi Endang Sariwening atau staf 

treasury lainnya untuk memindahkan seluruh posisi 

atas nama nasabah Edwin Boy Adam ke posisi Bank Duta 

dalam pembukuan Bank Duta.

Sebaliknya terdakwa dalam kedudukannya tersebut 

berwenang melakukan transaksi valuta asing (foreign 

exchange trading) untuk posisi Bank Duta sebagaimana 

diatur dalam Memo No. 345/MEMO/VII/1989 tanggal 25 

Juli 1989 dengan limit transaksi sebesar US $

50.000.000 untuk Management, US $ 30.000.000 untuk

Treasury Group Head, US $ 20.000.000 untuk Chief

Dealer, dan US $ 10.000.000 untuk Senior Dealer.

Bisa diperpanjang selama 6 bulan dengan maksimum 

Accumulated Profit/Loss per bulan sebesar US $

500.000 untuk Management, US $ 300.000 untuk
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Treasury Head Group, US $ 200.000 untuk Chlef

Dealer, dan US $ 100.000 untuk Senior Dealer.

Tetapi dengan kewenangannya dan kesempatan yang 

ada pada terdakwa tersebut, telah disalahgunakan 

oleh terdakwa sejak bulan Juli 198 9 sampai dengan 

akhir tahun 1989 bersama - sama saksi Risanto 

Sasmoyo dan Mustari Calam telah melakukan transaksi 

valuta asing antara lain dengan NBKS yang dilakukan 

terdakwa pada tanggal 19 oktober 1989 senilai GBP

50.000.000 (US $ 77.181.500) dan telah memperpanjang 

transaksi - transaksi yang melampaui limit tersebut. 

Akibatnya pada sekitar bulan Desember 1989 terdakwa 

memerintahkan saksi Raikaty Panjilie atau staf 

treasury lainnya untuk melakukan pinjaman antar bank 

sebesar kurang lebih US $ 32.000.000 untuk

ditempatkan pada National Bank o f Kuwait Singapore 

sebagai tambahan margin deposit guna menutupi 

potential loss yang semakin bertambah besar. Namun 

dalam pembukuan Bank Duta pinjaman tersebut dicatat 

seolah - olah deposit on call dari nasabah - nasabah 

Welly Latief, Benny Irawan Pranata, Bambang Muharam, 

Peter Frans Gontha dan beberapa nasabah lainnya, 

dengan maksud menyembunyikan adanya dana yang 

berasal dari pinjaman antar bank. Dengan open
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position sampai dengan bulan Agustus 1990 baik dari 

transaksi terdakwa untuk diri sendiri dengan 

menggunakan nama nasabah Edwin Boy Adam maupun Bank 

Duta, setelah dicut loss oleh NBKS dan disquarekan 

pada Bank - Bank Koresponden lainnya maka terbukalah 

seluruh kerugian sebesar kurang lebih US $ 

419.636.910.64 yang seluruhnya menjadi beban Bank 

Duta.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam 

pertimbangannya menyatakan sebagai berikut :

Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dan 

kedudukannya baik sebagai wakil direktur 

utama/Direktur Eksekutif maupun sebagai Supervisor 

Treasury karena terdakwa melakukan foreign exchange 

trading sebagai kuasa dari nasabah Edwin Boy Adam 

dalam pelaksanaannya tidak terbatas hanya sebagai 

kuasa saja, tetapi sudah dapat dipandang sebagai 

pemilik pribadi, terdakwa yang secara formal sebagai 

kuasa tetapi dalam kenyataannya sebagai pemilik 

pribadi telah mengalihkan posisi nasabah Edwin Boy 

Adam yang besar menjadi posisi Bank Duta, terdakwa 

telah melakukan trading mencapai US $ 200.000.000,

jauh di atas margin deposit nasabah Edwin Boy Adam 

yang hanya US $ 1.000.000 dimana dengan margin
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deposit sebesar itu hanya boleh melakukan trading 

untuk US $ 20.000.000 sehingga margin depositnya

ditanggulangi oleh Bank Duta terhadap Bank 

Koresponden di luar negeri antara lain NBKS dan 

terdakwa tanpa izin tertulis dari komisaris telah 

menyetujui pengiriman margin deposit ke NBKS oleh 

Money Market. Perbuatan tersebut telah dapat 

dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum 

sehingga Bank Duta menderita kerugian.

Terdakwa bermaksud menguntungkan diri sendiri 

karena meskipun terdakwa dalam kenyataannya tidak 

ada untung, namun tindakan terdakwa tetap dapat 

dianggap memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri, 

asal saja tujuan menguntungkan diri sendiri tersebut 

jelas terbukti adanya.

Terdakwa melakukan tindakan yang secara langsung 

atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara 

dan atau perekonomian negara karena modal Bank Duta 

yang dimiliki oleh tiga yayasan yaitu Yayasan Super 

Semar, Yayasan Dharmais, dan Yayasan Dakab berasal 

dari dana masyarakat, maka kerugian Bank Duta 

sebesar US $ 419.000.000 dipandang sebagai kerugian 

negara.
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Oleh karena itu Pengadilan Negeri memutuskan untuk 

menghukum terdakwa dengan pidana penjara 10 

(sepuluh) tahun, denda sebesar Rp 20.000.000 (dua 

puluh juta rupiah) atau kurungan pengganti selama 3 

(tiga) bulan serta membayar uang pengganti sebesar 

Rp 811.342.000.000 (delapan ratus sebelas milyar 

tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) kepada 

Negara cq Bank Duta.

Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pertimbangannya 

menyatakan bahwa Pidana penjara yang dijatuhkan oleh 

pengadilan negeri dinilai cukup berat karena 

perbuatan terdakwa tersebut sebagai akibat 

pengawasan manajemen baik yang melekat maupun 

fungsional yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Oleh karena itu Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan 

Pengadilan Negeri dan menghukum terdakwa dengan 

pidana penjara 8 (tahun).

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan 

bahwa putusan hakim (judex fact i) tidak bertentangan 

dengan hukum dan/undang - undang. Oleh karena itu 

Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri 

dan membebankan biaya perkara sebesar Rp 2 500 (dua 

ribu lima ratus rupiah) kepada terdakwa.
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D. Fatwa Mahkamah Agung No.WKMA/Yud/20/VIIl/2006 
tentang Kekayaan BUMN Bukan Kekayaan Negara.

Pasal 37 Undang - Undang No. 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung menyatakan "Mahkamah Agung dapat 

memberikan pertimbangan - pertimbangan dalam bidang 

hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga 

tinggi negara lainnya." Fatwa Mahkamah Agung No. 

WKMA/Yud/20/VIII/2006 yang diberikan kepada Menteri 

Keuangan pada intinya menyatakan kekayaan BUMN bukan 

kekayaan negara.

Fatwa tersebut didasarkan pada Pasal 1 angka 1, 

Pasal 4 ayat (1), dan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) 

Undang - Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 

Milik Negara dan Pasal 1 angka 6 Undang - Undang 

No.l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

Adapun masing - masing Pasal tersebut berbunyi 

sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1 Undang - Undang No. 19 Tahun 2003 

tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan "Badan 

Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, 

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan 

secara langsung yang berasal dari kekayaan negara 

yang dipisahkan."
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merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang 

dipisahkan." Dalam Penjelasannya dinyatakan "yang 

dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan 

negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN 

untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak 

lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya 

didasarkan pada prinsip - prinsip perusahaan yang 

sehat."

Pasal 1 angka 6 Undang - Undang No. 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaaan Negara menyatakan "Piutang 

negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 

Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang 

dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian 

atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang

- undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang 

sah."

Fatwa tersebut juga menyatakan Pasal 2 huruf g 

Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 8 Undang - 

Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan 

Piutang Negara tidak mempunyai kekuatan mengikat
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secara hukum dengan alasan Undang - Undang No. 19 

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 

merupakan undang - undang khusus yang mengatur BUMN 

dan lebih baru dari Undang - Undang No. 4 9 Prp. 

Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. 

Oleh karena itu berlaku asas hukum lex spesialis 

derogat legi generalis dan lex posteriori derogat 

legi priori. Adapun masing - masing Pasal tersebut 

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 huruf g Undang - Undang No.17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara menyatakan Keuangan Negara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi 

: "Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola

sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat 

berharga, piutang, barang, serta hak - hak lain yang 

dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang 

dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan 

daerah."

Pasal 8 Undang - Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 

tentang Panitia Urusan Piutang Negara menyatakan 

"Piutang negara atau hutang kepada negara adalah 

jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau 

badan - badan yang baik secara langsung atau tidak 

langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu
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peraturan, perjanjian atau sebab apapun." Dalam 

Penjelasannya dinyatakan "piutang negara meliputi 

pula piutang "badan - badan yang umumnya kekayaan 

dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik negara, 

misalnya Bank - Bank Negara, PT - PT Negara, 

Perusahaan - Perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan 

dan Persediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan 

sebagainya."

Berdasarkan fatwa MA tersebut, maka pemerintah 

membuat Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2006 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 14 

Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang 

Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut 

menghapuskan Ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tata 

Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Selain itu, Peraturan Pemerintah ini juga 

menentukan pada saat peraturan pemerintah ini mulai 

berlaku, pengurusan piutang Perusahaan Negara/Daerah 

dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang - 

undangan yang berlaku di bidang perseroan terbatas 

dan Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan 

pelaksanaanya, namun untuk piutang negara yang telah 

diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara c.q.

Pertanggungjawaban direksi..., Titi Asmara Dewi, FH UI, 2008



Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan 

usul penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah 

yang telah diajukan Menteri Keuangan melalui 

Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara sebelum 

Peraturan Pemerintah ini berlaku, pengurusannya 

tetap dilaksanakan menurut Undang - Undang No. 4 9 

Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang 

Negara dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah 

beserta peraturan pelaksanaanya.

Berdasarkan Fatwa MA tersebut, maka kasus kredit 

macet yang terjadi di Bank - Bank BUMN tidak dapat 

diarahkan menjadi kasus tindak pidana korupsi karena 

unsur dapat merugikan keuangan negara tidak dapat 

dipenuhi. Selanjutnya dengan adanya Peraturan 

Pemerintah No. 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tata 

Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, rezim 

pengelolaan piutang negara terhadap piutang BUMN 

tidak berlaku dan penyelesaian kredit macet Bank 

BUMN harus ditangani secara rezim korporasi dengan 

cara antara lain hapus tagih, hair cut, atau 

penjualan pada harga diskon atas kredit macetnya
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sepanjang disetujui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

seperti halnya Bank Swasta.
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BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI BANK 

DALAM KREDIT MACET

A. Pertanggungjawaban Perdata
Direksi adalah organ yang mewakili kepentingan 

perseroan sebagai subyek hukum mandiri. Sesungguhnya 

perseroan adalah sebab keberadaan (raison d'etre) 

direksi, karena apabila tidak ada perseroan, juga 

tidak ada direksi.47 Oleh karena itu direksi 

seharusnya mengabdi kepada kepentingan perseroan.

Pasal 92 ayat (1) Undang - Undang No.40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas, menyatakan direksi 

menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan 

perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan 

perseroan." Berdasarkan Pasal 92 ayat (1) tersebut, 

pengurusan perseroan dipercayakan kepada direksi. 

Dalam mengurus perseroan, direksi berwenang untuk 

mengatur dan menyelenggarakan kegiatan - kegiatan 

usaha perseroan, mengelola kekayaan perseroan, dan 

mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.48

47 Fred B.G. Tumbuan, "Hubungan Hukum Internal dan Eksternal 
Para Sekutu," Makalah disampaikan pada Mata Kuliah Hukum 
Perusahaan dan Kepailitan, Jakarta, 24 Oktober 2007, hlm.ll.

48 Ibid., hlm.12.
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Pasal 97 ayat (1) menyatakan, "direksi bertanggung 

jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 92 ayat (1)." Pasal 97 ayat (2) 

menyatakan "pengurusan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi 

dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab." Pasal 

97 ayat (3) menyatakan "setiap anggota direksi 

bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian 

perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau 

lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Berdasarkan Pasal - Pasal di atas, maka pengurusan 

perseroan adalah tugas dari direksi. Setiap anggota 

direksi wajib melaksanakan tugas pengurusan 

perseroan dengan itikad baik. Oleh karena itu 

apabila anggota direksi bersalah atau lalai 

menjalankan tugasnya sehingga merugikan perseroan, 

maka setiap anggota direksi bertanggung jawab 

pribadi secara tanggung renteng.

Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan 

setiap anggota direksi dapat bebas dari hukuman, 

karena menurut Pasal 97 ayat (5) " Anggota direksi

tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian
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Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila 

dapat membuktikan :

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau 

kelalaiannya.

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan 

kehati - hatian untuk kepentingan dan sesuai 

dengan maksud dan tujuan Perseroan

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung 

maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan 

yang mengakibatkan kerugian,dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul 

atau berlanjutnya kerugian tersebut."

Dalam mengurus perseroan, direksi memiliki 

kebebasan. Kebebasan direksi hanya dibatasi oleh 

peraturan perundang - undangan, maksud dan tujuan 

perseroan, dan pembatasan - pembatasan dalam 

Anggaran Dasar (AD). Oleh karena itu selama direksi 

mengurus perseroan sesuai dengan tugas yang 

diberikan kepadanya oleh peraturan perundang 

undangan dan Anggaran Dasar (AD), maka direksi tidak 

perlu mengindahkan instruksi RUPS, Dewan Komisaris, 

atau instansi manapun.

Berkaitan dengan tugas pengurusan perseroan yang 

dipercayakan kepada direksi, maka tidak wajar dan
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tidak adil, apabila mengharapkan atau mewajibkan 

direksi untuk menjamin bahwa perseroan yang 

pengurusan diserahkan kepadanya pasti untung karena 

bisnis bisa untung dan bisa rugi.

Apabila direksi telah menerapkan prinsip kehati - 

hatian dalam proses pemberian putusan kredit, maka 

putusan kredit tersebut merupakan business judgment 

rule, direksi hanya dapat dipertanggungjawabkan 

secara perdata melalui RUPS.

Pasal 2 Undang - Undang Perbankan menyatakan 

"Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya 

berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan 

prinsip kehati - hatian." Pemberian kredit merupakan 

salah satu usaha bank, maka dalam melakukan 

pemberian kredit bank harus menerapkan prinsip 

kehati - hatian. Prinsip kehati - hatian yang diatur 

dalam Pasal 2 diuraikan cara penerapannya dalam 

Pasal 2 9 ayat (3) . Pasal 2 9 ayat (3) menyatakan 

"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha 

lainnya, bank wajib menempuh cara - cara yang tidak 

merugikan bank dan kepentingan nasabah yang 

mempercayakan dananya kepada bank". Mengenai cara - 

cara yang tidak merugikan bank, diuraikan dalam
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Pasal 8 ayat (1). Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Dalam 

memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan 

berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan 

kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk 

melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan 

dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan."

Selain diatur dalam Undang - Undang Perbankan, 

Prinsip Kehati - hatian diatur juga dalam Peraturan 

Bank Indonesia. Salah satu Peraturan Bank Indonesia 

yang mengatur mengenai Prinsip Kehati - hatian

adalah Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005

tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. 

PBI tersebut menentukan bank harus menerapkan 

prinsip kehati - hatian dalam proses pemberian 

kredit. Prinsip kehati - hatian yang dimaksud dalam 

Peraturan ini adalah bank harus memperhatikan 

ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian kredit

(BMPK). Pelanggaran terhadap Batas Maksimum 

Pemberian Kredit (BMPK) dapat dikenakan sanksi

sesuai dengan PBI yang berlaku maupun sanksi 

berdasarkan Undang - Undang Perbankan. Bank yang 

tidak menyelesaikan pelanggaran BMPK dan/atau 

pelampauan BMPK sesuai dengan action plan dan/atau
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tidak melakukan langkah penyelesaian yang ditetapkan 

Bank Indonesia setelah diberi peringatan dalam 

tenggang waktu tertentu, maka bank dapat dikenakan 

sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 

52 ayat (2) Undang - Undang Perbankan. Selain 

dikenakan sanksi administratif, maka terhadap dewan 

komisaris, direksi, pegawai bank, pemegang saham 

maupun pihak terafiliasi lainnya dapat dikenakan 

sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 9 ayat 

(2) huruf b, pasal 50 dan Pasal 50 A Undang - Undang 

Perbankan.

Apabila direksi tidak menerapkan prinsip kehati - 

hatian dalam proses pemberian putusan kredit, namun 

selama ia beritikad baik (tidak melanggar duty of 

care), direksi hanya dapat dipertanggungjawabkan 

secara perdata melalui denda dan administrasi 

melalui fit and proper tes t.

. Pertanggungj awaban Pidana
Apabila direksi tidak menerapkan prinsip kehati - 

hatian dalam proses pemberian putusan kredit, 

beritikad buruk (melanggar duty of care) dan dapat 

dibuktikan, maka direksi dapat dipidana dengan Pasal 

49 ayat (2) huruf b Undang - Undang No.10 Tahun 1998
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tentang Perubahan Atas Undang - Undang No.7 Tahun 

1992 tentang Perbankan.

Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No.31 Tahun 1999 

Jo. Undang - Undang No.20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan 

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain 

atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara, dipidana dengan

pidana penjara seumur hidup....Pasal 3

menyatakan "Setiap orang yang dengan tujuan 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena 

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara, dipidana dengan

pidana penjara seumur hidup....

Berdasarkan kedua Pasal di atas, maka unsur - 

unsur tindak pidana korupsi yaitu :

1. perbuatan melawan hukum;

2. memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain atau suatu korporasi;

3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau 

sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya;
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4. dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Berdasarkan kedua Pasal tersebut, apabila Direksi 

Bank secara melawan hukum menyetujui pemberian 

kredit, untuk memperkaya atau menguntungkan dirinya 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana 

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya 

sebagai direksi, yang merugikan keuangan atau 

perekonomian negara, dapat didakwa telah melakukan 

tindak pidana korupsi.

atau dengan skema sebagai berikut :
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PENUTUP

A.. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dalam pembahasan, maka penulis 

mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kredit macet tidak berindikasi pidana adalah 

kredit macet yang tidak disebabkan oleh itikad 

buruk (tidak melanggar duty of care) direksi, 

sedangkan kredit macet berindikasi pidana adalah 

kredit macet yang disebabkan oleh itikad buruk 

(melanggar duty of care) direksi.

2. Dalam kredit macet tidak berindikasi pidana, 

direksi hanya dapat dipertanggungjawabkan secara 

perdata yaitu melalui RUPS atau administrasi 

melalui Fit and Proper Test, sedangkan dalam 

kredit macet berindikasi pidana, direksi dapat 

dipertanggungjawabkan secara pidana melakukan 

Tindak Pidana Perbankan (Pasal 4 9 ayat (2) huruf 

b Undang - Undang Perbankan) atau Tindak Pidana 

Korupsi (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang - 

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
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. Saran
Kredit macet sebaiknya ditangani dengan hati - 

hati, sesuai dengan prosedur yang berlaku, sebab 

penanganan kredit macet yang tidak hati - hati, 

hanya karena alasan opini publik sudah terbentuk, 

dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang jauh 

lebih besar daripada kerugian akibat kredit macet 

itu sendiri.
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LAMPIRAN
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 10 TAHUN 1998 

TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 

TENTANG PERBANKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka 

mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945;

b. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan 
terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan 
penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan;

c. bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasi beberapa peijanjian internasional di bidang 
perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang 
perekonomian khususnya sektor Perbankan;

d . bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu mengubah 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-undang;

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (I), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3472);

Dengan Persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG 
PERBANKAN.

Pasal I
Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta 

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 
rakyat banyak;

3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip 
Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

4. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan 
Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan peijanjian penyimpanan 
dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan 
dengan itu;

6. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, 
sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan;

7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan 
peijanjian Nasabah Penyimpan dengan bank;

8. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat 
dipindahtangankan;

9. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, 
tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;

10. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, 
atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar 
modal dan pasar uang;
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11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;

12. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 
untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;

13. Prinsip Syariah adalah aturan peijanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan 
dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara 
lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan 
modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan 
barang modal berdasarkan prinsip sewa mumi tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan 
kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina);

14. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan peijanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan penitip, 
dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut;

15. Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan 
pemegang Surat Berharga berdasarkan peijanjian antara Bank Umum dengan emiten Surat Berharga yang 
bersangkutan;

16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank;
17. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan 

peijanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
18. Nasabah debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah 

atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan peijanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
19. Kantor Cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang 

bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya;
20. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang 

berlaku;
21. Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku;
22. Pihak Terafiliasi adalah:

a. anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank 

yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan 

konsultan lainnya;
d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain 

pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga 
pengurus;

23. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian 
fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;

24. Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan 
nasabah penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya;

25. Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu 
bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi;

26. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan 
membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi;

27. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank;
28. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan 

dan simpanannya."

2. Ketentuan Pasal 6 huruf k dihapus.
3. Ketentuan pasal 6 huruf m diubah, sehingga Pasal 6 huruf m menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6
m. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."

4. Ketentuan Pasal 7 huruf c, diubah sehingga Pasal 7 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7
c. melakukan kegiatan penyertaan maodal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan 

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan 
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan"

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
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(1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai 
keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah 
debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang 
dipeijanjikan.

(2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip 
Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) diubah, serta menambah ayat baru di antara ayat (4) dan ayat (5) yang 
dijadikan ayat (4A), sehingga Pasal 11 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4A) menjadi berbunyi sebagai berikut:

•’Pasal 11
(1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan 

berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga atau hal lain yang serupa, 
yang dapat dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada 
perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

(2) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan 
berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa 
yang dapat dilakukan oleh bank kepada:
a. Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
b. Anggota dewan komisaris;
c. Anggota direksi;
d. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huhruf a, huruf b, dan huruf c;
e. Pejabat bank lainnya; dan
f. Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
(4A) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas 

maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)."

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12
(1) Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan 

koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan keijasama 
dengan Bank Umum.

(2) Ketentuan mengenai keijasama dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah.”

8. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 12 dan Pasal 13 yang dijadikan Pasal 12A, yang berbunyi sebagai 
berikut:

"Pasal 12 A
(1) Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar 

pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk 
menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada 
bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

9. Ketentuan Pasal 13 huruf c diubah, sehingga Pasal 13 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 13
c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 seluruhnya berbunyi sebagai berikut’

"Pasal 16
(1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib 

terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan 
Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan 
Undang-undang tersendiri.

(2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
a. Susunan organisasi dan kepengurusan;
b. Permodalan;
c. Kepemilikan;
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d. Keahlian di bidang Perbankan;
e. Kelayakan rencana kerja.
(2) Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank 

Indonesia."

11. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 18
(1) Pembukaan Kantor Cabang Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.
(2) Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dari Bank Umum 

hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.
(3) Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang Bank Umum wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank 

Indonesia.
(4) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), 

dan ayat (3) ditetapkan oleh Bank Indonesia."

13. Ketentuan pasal 19 diubah, sehingga pasal 19 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 19
(1) Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank 

Indonesia.
(2) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

ditetapkan oleh Bank Indonesia."

14. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 20
(1) Pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari suatu bank yang 

berkedudukan di luar negeri, hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia."

15. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 21
(1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:

a. Perseroan Terbatas;
b. Koperasi; atau
c. Perusahaan Daerah."

16. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 22
(1) Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:

a. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
b. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan

hukum asing secara kemitraan.
(2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia."

17. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 26
(1) Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek.
(2) Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia dan atau badan hukum asing dapat 

membeli saham Bank Umum, baik secara langsung dan atau melalui bursa efek.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah."

18. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 27
Perubahan kepemilikan bank wajib:
a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, 

dan Pasal 26; dan
b. dilaporkan kepada Bank Indonesia."

Pertanggungjawaban direksi..., Titi Asmara Dewi, FH UI, 2008



"Pasal 28
(1) Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia."

20. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 29
(1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, 

kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha 
bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

(3) Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha 
lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang 
mempercayakan dananya kepada bank.

(4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko 
kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

(5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 
ditetapkan oleh Bank Indonesia."

21. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 seluruhnya sebagai berikut:

"Pasal 31
Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila 
diperlukan."

22. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 31 dan Pasal 32 yang dijadikan Pasal 31 A, yang berbunyi sebagai 
berikut:

"Pasal 3! A
Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan 
pemeriksaan terhadap Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31"

23. Ketentuan Pasal 32 dihapus.
24. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 33
(1) Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A bersifat rahasia.
(2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A ditetapkan oleh 

Bank Indonesia.*'

25. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 37
(1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia 

dapat melakukan tindakan agar:
a. Pemegang saham menambah modal;
b. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank;
c. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan

memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

(2) Apabila:
a. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi 

bank; dan/atau
b. Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, 

Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk 
segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan 
membentuk tim likuidasi.

(3) Dalam hal direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang
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berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

26. Menambah 2 (dua) ketentuan baru di antara Pasal 37 dan Pasal 38 yang dijadikan Pasal 37A dan Pasal 37B, yang
masing-masing berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 37A
(2) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian 

nasional, atas permintaan Bank Indonesia, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka 
penyehatan perbankan.

(3) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan program penyehatan terhadap bank-bank 
yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada badan dimaksud.

(4) Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank, badan khusus sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta wewenang lain yaitu:
a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan 

wewenang Rapat Umum Pemegang Saham;
b . Mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Direksi dan Komisaris bank;
c. Menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan atas c kekayaan milik atau yang menjadi 

hak-hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak manapun, baik di dalam maupun di luar 
negeri;

d. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan 
pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank;

e. Menjual atau mengalihkan kekayaan bank, direksi, komisaris, dan pemegang saham tertentu di dalam 
negeri ataupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum;

f. Menjual atau mengalihkan tagihan bank dan/atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, 
tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitur;

g. Mengalihkan pengelolaan kekayaan dan/atau menajemen bank kepada pihak lain;
h. Melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui pengonversian 

tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank;
i. Melakukan panagihan piutang bank yang sudah pasti dengan penerbitan Surat Paksa;
j. Melakukan pengosongan atas tanah dan/atau bangunan milik atau yang menjadi hak bank yang

dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang 
berwenang;

k. Melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan 
mengenai bank dalam program penyehatan, dan pihak manapun yang terlibat atau patut diduga terlibat, 
atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyehatan tersebut;

1. Menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyehatan dan 
membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian 
tersebut teijadi karena kesalahan atau kelalaian direksi, komisaris, dan atau pemegang saham, maka 
kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan; 

m. Menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham bank dalam program 
penyehatan;

n. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m.

(4) Tindakan penyehatan peibankan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah sah 
berdasarkan Undang-undang ini.

(5) Atas permintaan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank dalam program penyehatan 
wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya termasuk memberikan kesempatan 
bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan 
dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperoleh bank dimaksud.

(6) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf k wajib memberikan keterangan dan penjelasan 
yang diminta oleh badan khusus.

(7) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri 
Keuangan.

(8) Apabila menurut penilaian Pemerintah, badan khusus telah menyelesaikan tugasnya, Pemerintah 
menyatakan berakhirnya badan khusus tersebut;

(9) Ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37B
(1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
(2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga 

Penjamin Simpanan.
(3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
(4) Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur febih lanjut 

dengan Peraturan Pemerintah.”
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27. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 40
(1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I) berlaku pula bagi Pihak terafiliasi."

28. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 41 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 41
(I) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang 

mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti 
tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak."

29. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 41 dan Pasal 42 yang dijadikan Pasal 41 A, yang berbunyi sebagai 
berikut:

“Pasal 41 A
(1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang 

Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan 
Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan mengenai 
simpanan nasabah debitur.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala 
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara.

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan 
Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang 
bersangkutan, dan alasan diperlukannya keuangan.

30. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 42
(1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada 

Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa 
pada bank.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala 
Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan Polisi, Jaksa, atau 
Hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang 
bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan."

31. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 42 dan Pasal 43 yang dijadikan Pasal 42A, yang berbunyi sebagai 
berikut:

"Pasal 42 A
Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42.”

32. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 44 dan Pasal 45 yang dijadikan Pasal 44A, yang berbunyi sebagai 
berikut:

"Pasal 44A
(1) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib 

memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada 
pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.

(2) Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang 
bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut"

33. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 46 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:
(1) Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

34. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
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(1) Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak teraiiliasi untuk 
memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang- 
kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp
10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak teraflliasi lainnya yang dengan sengaja 
memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara 
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahunj serta denda sekurang-kurangnya Rp
4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

35. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 47 dan Pasal 48 yang dijadikan Pasal 47A, yang berbunyi sebagai 
berikut:

"Pasal 47A
Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang 
wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara 
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya 
Rp4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)."

36. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 48
(1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan 

yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan 
ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) 
tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

(2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib 
dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), 
diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 
dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).".

37. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 49
(1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, 
maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam 
pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi 
atau rekening suatu bank;

c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan 
dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan 
transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, 
menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang- 
kurangnya 5 (ima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya 
Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar 
rupiah).

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang 

tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk 
keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam 
memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau 
pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti 
kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan 
penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;

b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap 
ketentuan dalam Undang-undang ini dan letentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang 
berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 
(delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling 
banyak Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

38. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
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Pihak tcrafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan 
ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang 
berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurang 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) 
tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar mpiah).

39. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 50 dan Pasal 51 yang dijadikan Pasal 50A, yang berbunyi sebagai 
berikut:

"Pasal 50A
Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan 
atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan 
untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 
(tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)."

40. Ketentuan Pasal 51 ayat ( 1 ) diubah, sehingga Pasal 51 ayat ( 1 ) menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 51
(I) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 

50, dan Pasal 50A adalah kejahatan.”

41. Ketentuan Pasat 52 diubah, sehingga Pasal 52 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 52
(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, 

Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak 
memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia 
dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ), antara lain adalah:
a. Denda uang;
b. Teguran tertulis;
c. Penurunan tingkat kesehatan bank;
d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara 

keseluruhan;
f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai 

Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap 
dengan persetujuan Bank Indonesia;

g. Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang 
Perbankan.

(3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

42. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 55
Bank yang telah memiliki izin usaha pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan telah memperoleh 
izin usaha berdasarkan Undang-undang ini."

43. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 59 dan Pasal 60 yang dijadikan Pasal 59A, yang berbunyi sebagai 
berikut:

"Pasal 59A
Badan khusus yang melakukan tugas penyehatan perbankan yang telah ada sebelum berlakunya Undang- 
Undang ini dinyatakan tetap berlaku.”

Pasal II

1. Dengan berlakunya Undang-undang ini, Peraturan tentang Usaha Perkreditan yang Diselenggarakan oleh 
Kelurahan Di Daerah Kadipaten Paku Alam an (Rijksblaad dari Daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9), 
dinyatakan tidak berlaku.

2. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia.
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PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 10 TAHUN 1998 

TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 

TENTANG PERBANKAN

U M U M
Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan 
dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselasaran, 
dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.
Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan 
internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, 
perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh 
karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga 
diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkukuh perekonomian nasional.
Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem perbankan 
merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan 
penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara 
individual melainkan juga penyehatan sistem Perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan Perbankan nasional 
menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank. 
Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan Perbankan nasional 
sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional.
Agar pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana secara efektif, kewenangan dan tanggung jawab mengenai 
perizinan bank, yang semula berada pada Menteri Keuangan, menjadi berada pada Pimpinan Bank Indonesia 
sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perizinan, 
pembinaan dan pengawasan bank serta pengenaan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan 
yang berlaku. Dengan demikian, Bank Indonesia kewenangan dan tanggung jawab untuk menilai dan memutuskan 
kelayakan pendirian suatu bank dan/atau pembukaan kantor cabang.
Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai usaha bank perlu disempurnakan 
terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana, termasuk di dalamnya peningkatan peranan Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan atau berisiko tinggi.
Peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana 
masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada 
koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan 
memperkuat struktur perekonomian nasional. Demikian pula bank perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam 
meningkatkan kineija perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor.
Sementara itu, peranan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah perlu ditingkatkan 
untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Undang-undang ini memberikan kesempatan 
yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan 
Prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus 
melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.
Dalam rangka meningkatkan fungsi kontrol sosial terhadap lembaga perbankan, ketentuan mengenai rahasia bank 
yang selama ini sangat tertutup harus ditinjau ulang, Rahasia Bank dimaksud merupakan salah satu unsur yang harus 
dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, tetapi tidak 
seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan.
Untuk menunjang kineija perbankan nasional diperlukan lembaga penunjang, baik yang dimaksudkan untuk 
sementara waktu dalam rangka mengatasi persoalan Peibankan yang dihadapi dewasa ini maupun yang sifatnya lebih 
permanen seperti Lembaga Penjamin Simpanan. Guna mempeikuat lembaga perbankan sebagai lembaga kepercayaan 
masyarakat, diperlukan peraturan mengenai tanggung jawab pemegang saham yang dengan sengaja menyebabkan 
tidak ditaatinya ketentuan perbankan dengan dikenai ancaman sanksi pidana yang berat.
Sejalan dengan perkembangan tersebut di atas, dengan komitmen Indonesia dalam berbagai forum internasional 
seperti World Trade Organization (WTO), Asia Pasific Economic Cooperation (APEC), dan Association o f South East 
Asian Nations (ASEAN) diperlukan berbagai penyesuaian dalam peraturan perbankan nasional termasuk pembukaan 
akses pasar dan perlakuan nondiskriminatif terhadap pihak asing. Upaya liberalisasi di bidang perbankan dilakukan 
sedemikian rupa sehingga dapat sekaligus meningkatkan kinerja Perabankan nasional. Oleh kerena itu, perlu diberikan 
kesempatan yang lebih besar kepada pihak asing untuk berperan serta dalam memiliki bank nasional sehingga tetap 
teijadi kemitraan dengan pihak nasional.
Dalam hubungan ini, perlu diperhatikan pula peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-undang 
ini, antara lain Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 
1992 tentang Perkoperasian, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing 
Word Trade Organization, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dan Undang-
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undang Nomor 4 Taun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan 
Tanah.

PASAL DEMI PASAL 
Pasal I 
Angka l
Butir I sampai dengan Butir 28
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Pasal 6
Huruf m
Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan 
Prinsip Syariah melalui:
a. pendirian kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru, atau
b. pengubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara 

konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam rangka persiapan 
perubahan kantor cabang tersebut, kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang sebelumnya 
melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat terlebih dahulu membentuk unit tersendiri yang 
melaksanakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah di dalam kantor bank tersebut.

Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah tidak melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
a. kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan Prinsip Syariah;
b. pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah;
c. persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk '  

melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
Angka 4 
Pasal 7 
Huruf c
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
a. Penyertaan modal sementara oleh bank berasal dari konversi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan 

berdasarkan Prinsip Syariah pada perusahaan yang bersangkutan;
b. Persyaratan kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang dapat dikonversi 

menjadi penyertaan modal;
c. Penyertaan modal tersebut wajib ditarik kembali apabila:

i) telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; atau
ii) perusahaan telah memperoleh laba;

d. Penyertaan sementara tersebut wajib dihapusbukukan dari neraca bank, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 
(lima) tahun, bank belum berhasil menarik penyertaannya;

e. Pelaporan kepada Bank Indonesia mengenai penyertaan modal sementara oleh bank.
Angka 5
Pasal 8 
A yat(l)
Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam 
pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang 
sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah 
dalam arti leyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai 
dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.
Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama 
terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari Nasabah debitur.
Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain 
telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat 
berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya 
didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis 
dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung 
dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.
Di samping itu, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah harus pula 
memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan 
atau risiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Ayat (2)
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk peijanjian tertulis;
b. Panir hams memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitur yang antara lain diperoleh 

dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah 
debitur;
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c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan 
Prinsip Syariah;

d. kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau 
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;

e. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang 
berbeda kepada Nasabah debitur dan atau pihak-pihak teraftliasi;

f. Penyelesaian sengketa.
Angka 6
Pasal U
Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau 
kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa kredit 
atau pembiayaan dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, risiko yang dihadapi bank 
dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan 
dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau 
pemberian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa 
sehingga tidak terpusat pada Nasabah debitur atau kelompok Nasabah debitur tertentu.
A yat(l)
Kelompok (grup) merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal 
kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.
Ayat (3)
Huruf a 
Cukup jelas 
Humfb 
Cukup jelas 
Huruf c 
Cukup jelas 
Huruf d
Yang dimaksud dengan keluarga dalam ketentuan ini adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik 
menurut garis keturunan lurus maupun ke samping termasuk mertua, menantu dan ipar.
Huruf e 
Cukup jelas 
Huruf f  
Cukup jelas 
Ayat (4A)
Larangan ini dimaksudkan agar dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank 
menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat. Bank dinyatakan melakukan pelanggaran atas ayat ini pada saat 
pemberiannya, saldo kredit atau pembiayaan tersebut melampaui batas maksimum yang telah ditetapkan oleh Bank 
Indonesia.
Angka 7 
Pasal 12 
A y at(l)
Dalam rangka penjabaran atas ketentuan mengenai asas, fungsi, dan tujuan perbankan pelaksanaanya senantiasa 
disesuaikan dengan tuntutan perkembangan pembangunan nasional, sepanjang tidak bertentangan dengan program 
moneter Bank Indonesia.
Ayat (2)
Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:
a. Kewajiban Bank Umum untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada koperasi, 

usaha kecil dan menengah dengan prosedur dan persyaratan yang mudah dan lunak;
b. Program peningkatan taraf hidup rakyat banyak yang berupa penyediaan kredit dengan bunga rendah atau 

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan tinglcpt bagi hasil yang rendah;
c. Subsidi bunya atau bagi hasil yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Angka S
Pasal 12 
A yat(I)
Pembelian agunan oleh bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu bank agar dapat mempercepat 
penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya. Dalam hal bank sebagai pembeli agunan Nasabah debiturnya, status 
bank adalah sama dengan pembeli bukan bank lainnya.
Bank dimungkinan membeli agunan di luar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban 
Nasabah debiturnya.
Bank tidak diperbolehkan memiliki agunan yang dibelinya dan secepat«cepatnya harus dijual kembali agar 
penjualan agunan dapat segera dimanfaatkan oleh bank.
Ayat (2)
Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:
a. Agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah agunan yang kreditnya telah dikategorikan macet selama jangka 

waktu tertentu;
b. Agunan yang telah dibeli wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun;
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c. Dalam jangka waktu satu tahun, bank dapat menangguhkan kewajiban-kewajiban berkaitan dengan pengalihan 
hak atas agunan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Angka 9 
Pasal 13 
Huruf c
Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah tidak diperkenankan 
melaksanakan kegiatan secara konvensional. Demikian juga Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha 
secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
a. Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan Prinsip Syariah;
b. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah.
Angka 10
Pasal 16 
A yat(l)
Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, 
mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun 
dana tersebut. Sehubungan dengan itu dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum 
atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat.
Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana 
pensiun, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha 
perbankan berdasarkan ketentuan dalam ayat ini. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh 
lembaga-lembaga tersebut, diatur dengan undang-undang tersendiri.
Ayat (2)
Dalam hal memberikan izin usaha sebagai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia selain - 
memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, juga wajib memperhatikan tingkat 
persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan 
pembangunan ekonomi nasional.
Huruf a
Pada Bank Umum dimungkinkan kepengurusan pihak asing sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.
Hurufb 
Cukup jelas 
Huruf c
Persyaratan kepemilikan dimaksud termasuk jumlah serta komposisi kepemilikan pihak asing yang d»?inlran pada 
Bank Umum.
Huruf d 
Cukup jelas 
Hunife 
Cukup jelas 
Ayat (3)
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
a. Persyaratan untuk menjadi pengurus bank antara lain menyangkut keahlian di bidang Perbankan dan konduite 

yang baik;
b. Larangan adanya hubungan keluarga di antara pengurus bank;
c. Modal disetorminimum untuk pendirian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat;
d . Batas maksimum kepemilikan dan kepengurusan;
e. Kelayakan rencana keija;
£ Batas waktu pemberian izin pendirian bank.
Angka U 
Cukup jelas 
Angka 12 
Pasal 18 
A yat(l)
Cukup jelas 
Ayat (2)
Cukup jelas 
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan kantor di bawah kantor cabang antara lain mencakup kantor cabang pembantu dan kantor 
kas. Dalam rangka memenuhi penyediaan layanan jasa perbankan, dimungkinkan pula pembukaan jenis kantor lain di 
bawah kantor cabang, misalnya tempat pembayaran (payment point), kas mobil, dan anjungan tunai mandiri (ATM). 
Rencana pembukaan kantor cabang wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia.
Ayat (4)
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
a. persyaratan tingkat kesehatan bank;
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b. tingkat persaingan yang sehat antarbank;
c. tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu;
d . pemerataan pembangunan ekonomi nasional;
e. batas waktu pemberian izin pembukaan kantor selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen 

permohonan diterima secara lengkap;
f. batas waktu dan alasan penolakan;
g. batas waktu pelaporan pembukaan kantor di bawah kantor cabang.
Angka 13
Pasal 19 
Ayat ( I )
Dalam memberikan izin pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia selain memperhatikan 
pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ¡ini, juga wqjib memperhatikan tingkat persaingan yang 
sehat antarbank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan 
ekonomi nasional.
Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat tidak memerlukan izin. Rencana pembukaan 
kantor dimaksud wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia.
Ayat (2)
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
a. persyaratan tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat;
b . tingkat persaingan yang sehat antar Bank Perkreditan Rakyat;
c. tingkat kejenuhan jumlah Kantor Bank Perkreditan Rakyat dalam suatu wilayah tertentu;
d. pemerataan pembangunan ekonomi nasional;
e. batas waktu pemberian izin pembukaan kantor selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen 

permohonan diterima secara lengkap;
f. batas waktu dan alasan penolakan;
Angka 14
Pasal 20 
A y at(l)
Yang dimaksud dengan bank yang berkedudukan di luar negeri adalah bank yang didirikan berdasarkan hukum asing 
dan berkantor pusat di luar negeri. Dengan demikian, bank yang bersangkutan tunduk pada hukum di tempat bank 
tersebut didirikan.
Dalam memberikan izin pembukaan jenis kantor-kantor dimaksud, Bank Indonesia selain memperhatikan tingkat 
kesehatan bank juga memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antarbank, tingkat kejenuhan jumlah kantor bank 
dalam suatu wilayah tertentu serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional.
Angka 15 
Pasal 21 
A y a t(l)
Cukup jelas 
Angka 16 
Pasal 22 
A y at(l)
Huruf a
Yang termasuk dalam pengertian badan hukum Indonesia antara lain adalah Negara Republik Indonesia, Badan Usaha 
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan badan usaha milik- swasta.
Hurufb
Dalam hal salah satu pihak yang akan mendirikan Bank Umum adalah badan hukum asing, yang bersangkutan terlebih 
dahulu harus memperoleh rekomedasi dari otoritas moneter negara asal. Rekomendasi dimaksud sekurang-kurangnya 
memuat keterangan bahwa badan hukum asing yang bersangkutan mempunyai reputasi yang baik dan tidak pernah 
melakukan perbuatan tercela di bidang Perbankan.
Ayat (2)
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
a. kepemilikan saham;
b. persyaratan dokumen yang harus dipenuhi;
c. kondisi keuangan calon pendiri bank.
Angka 17
Pasal 26 
A ya t(l)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan, penyebaran kepemilikan, dan 
meningkatkan kinerja bank tersebut.
Emisi saham dapat dilakukan melalui bursa efek di Indonesia dan atau di luar negeri.
Ayat (2)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk membuka kesempatan yang lebih luas kepada berbagai pihak, baik 
Indonesia maupun asing untuk turut serta memiliki Bank Umum.
Ayat (3)
Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:
a. Persyaratan kepemilikan saham termasuk kondisi keuangan calon pemilik bank;
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b. Persyaratan dokumen yang harus dipenuhi.
Angka 18 
Pasal 27 
Huruf a 
Cukup jelas 
Huruf b
Rencana pengalihan kepemilikan bank yang dilakukan secara langsung harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank 
Indonesia. Pelaporan ini dimaksudkan untuk memastikan agar peralihan kepemilikan dilakukan kepada pihak-pihak 
yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik bank.
Peralihan kepemilikan saham bank yang dilakukan melalui bursa efek dilaporkan kepada Bank Indonesia apabila 
kepemilikan suatu pihak melalui bursa efek tersebut telah mencapai jumlah tertentu yang dapat mempengaruhi 
jalannya pengelolaan bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Angka 19 
Pasal 28 
A yat(l)
Dalam melakukan merger, konsoldast, dan akuisisi, wajib dihindarkan timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada 
suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Demikian pula merger, konsolidasi, dan akuisisi 
yang dilakukan, tidak boleh merugikan kepentingan para nasabah.
Angka 20 
Pasal 29
Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
Yang dimaksud dengan pembinaan dalam ayat (1) ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan 
peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, pengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain 
yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.
Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ayat (1) ini meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam 
bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam ' 
bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.
Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diberi wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun 
represif.
Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya 
proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
Mengingat bank terutama bekeija dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, 
setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya.
Ayat (4)
Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk 
memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin 
adanya transparansi dalam dunia Perbankan.
Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset.
Apabila informasi tersebut telah disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut 
perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah, atau pembelian/penjualan 
surat berharga untuk kepetrngan dan atas perintah nasabahnya.
Ayat (5)
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
a. ruang lingkup pembinaan dan pengawasan;
b. kriteria penilaian tingkat kesehatan;
c. prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan;
d. pedoman pemberian informasi kepada nasabah.
Angka21
Pasal 31
Pada dasarnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 
satu tahun sekali untuk setiap bank. Di samping itu, pemeriksaan dapat dilakukan setiap waktu jika dipandang perlu 
untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dari praktek 
Perbankan yang sehat.
Terhadap keuangan negara yang dikelola oleh suatu bank, Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan 
pada bank yang bersangkutan.
Angka 22 
Pasal 31A
Pemeriksaan terhadap bank yang dilakukan oleh Akuntan Publik adalah pemeriksaan setempat yang merupakan 
bentuk pendelegasian wewenang Bank Indonesia selaku otoritas pembina dan pengawas bank.
Angka 23 
Cukup jelas 
Angka 24 
Pasal 33 
A yat(l)
Cukup jelas
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Ayat (2)
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
a. jenis prodedur, dan ruang lingkup pemeriksaan;
b. jangka waktu dan pelaporan hasil pemeriksaan;
c. tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Angka 25
Pasal 37 
A yat(I)
Keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila 
berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain ditandai dengan 
menurunnya permodalan, kualitas aset likuiditas dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan 
berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas Perbankan yang sehat.
Dalam ayat ini ditetapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan techadap bank yang mengalami kesulitan dan 
membahayakan kelangsungan usahanya, agar tidak terjadi pencabutan izin usahanya dan atau tindakan likuidasi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
Langkah-langkah dimaksud dilakukan dalam rangka mempertahankan/menyelamatkan bank sebagai lembaga 
kepercayaan masyarakat.
Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ayat ini adalah pihak-pihak di luar bank yang bersangkutan, baik bank lain, 
badan usaha lain maupun individu yang memenuhi persyaratan.
Ayat (2)
Kriteria membahayakan sistem perbankan yaitu apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan 
usaha, suatu bank tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank lain, sehingga pada gilirannya akan 
menimbulkan dampak berantai kepada bank-bank lain.
Ayat (3)
Cukup jelas 
Angka 26 
Pasal 37A
Ayat (1) dan Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kesulitan Perbankan yang membahayakan perekonomian nasional adalah suatu kondisi 
sistem perbankan yang menurut penilaian Bank Indonesia teijadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan 
yang berdampak kepada hajat hidup orang banyak.
Hal ini memerlukan peran langsung dari Pemerintah untuk menanggulanginya melalui kebijakan dan tindakan yang 
berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Mengingat hal tersebut diatas, dalam hal pembentukan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
Pemerintah memerlukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Konsultasi tersebut 
dilakukan dengan Komisi yang membidangi keuangan dan perbankan untuk mendapatkan persetujuan.
Badan khusus dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. 
Badan khusus dimaksud dalam ketentuan ini bersifat sementara sampai dengan selesainya tugas yang diberikan 
kepada badan ini yaitu:
a. penyehatan bank yang diserahkan oleh Bank Indonesia;
b. penyelesaian aset bank baik aset fisik maupun kewajiban debitur melalui Unit Pengelola Aset (Asset 

Management Unit);
c. Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank.
Ayat (3)
Huruf a
Dengan dilakukannya pengambilalihan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang 
Rapat Umum Pemegang Saham, badan khusus dapat melakukan pengelolaan dan pengurusan bank dalam program 
penyehatan, selanjutnya segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum 
Pemegang Saham bank dalam program penyehatan menjadi beralih kepada badan khusus.
Hurufb 
Cukup jelas 
Huruf c
Dengan ketentuan ini badan khusus dapat menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan seperti halnya 
sebagai pemilik.
Huruf d
Dalam hal peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan atau perubahan kontrak oleh badan khusus tersebut 
menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, pihak tersebut hanya dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi nilai 
manfaat yang telah diperoleh dari kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan secara nyata dan jelas 
kerugian yang dialaminya.
Huruf e
Penjualan atau pengalihan kekayaan oleh badan khusus diikuti dengan beralihnya hak kebendaan kepada pembeli. 
Dengan demikian pembeli memperoleh kepastian hukum beralihnya hak atas kekayaan tersebut.
Penjualan atau pengalihan dapat dilakukan secara langsung atau melalui penawaran secara langsung atau melalui 
penawaran umum untuk memperoleh harga terbaik.
Huruf f
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Pihak lain menurut ayat ini adalah peserorangan, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, dan atau badan 
hukum lainnya.
Huruf g
Pihak lain menurut ayat ini adalah perseorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta dan/atau badan 
hukum lainnya.
Huruf h 
Cukup jelas 
Huruf i
Menurut ketentuan ini atas piutang bank terhadap pihak ketiga yang diambilalih badan khusus, badan khusus dapat 
melakukan tindakan penagihan piutang dengan penerbitan Surat Paksa, dengan berdasarkan pada catatan utang 
debitur yang bersangkutan pada bank dalam program penyehatan.
Surat Paksa ini berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" 
mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki 
kekuatan hukum tetap. Dalam hal tindakan penagihan piutang tidak diindahkan oleh pihak berutang, badan khusus 
dapat melakukan penyitaan atas hak kekayaan milik pihak yang berutang tersebut, dan selanjutnya dapat melakukan 
pelelangan atas harta pihak yang berutang dalam rangka pengembalian piutang dimaksud. Harta yang tidak dapat 
disita meliputi perlengkapan rumah tangga, buku-buku, dan peralatan keija untuk kelangsungan hidup dari yang 
berutang. Walaupun badan khusus ini diberikan kewenangan untuk melakukan penagihan paksa, tata cara 
pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek kepastian hukum dan keadilan.
Huruf j  
Cukup jelas 
Huruf k
Untuk memperoleh keterangan dimaksud, badan khusus dapat meminta bantuan alat negara penegak hukum yang 
berwenang.
Yang dimaksud pihak manapun adalah Pihak Terafiliasi dan pihak-pihak lain yang terlibat atau patut diduga terlibat, 
termasuk badan hukum yang dimiliki oleh bank atau Pihak Terafiliasi.
Huruf 1
Kerugian yang dimaksud dapat disebabkan oleh transaksi tidak wajar yang melibatkan bank dalam program ini. 
Transaksi tidak wajar antara lain:
a. transaksi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu secara tidak sah;
b. transaksi yang tidak berisikan syarat-syarat yang merupakan hasil negosiasi antara pihak-pihak yang tidak 

berafiliasi; atau
c. transaksi yang mengakibatkan bank tersebut menerima nilai yang tidak sepadan dengan nilai yang dilepaskan 

atau diserahkan oleh bank itu.
Huruf m 
Cukup jelas 
Huruf n
Tindakan lain yang dimaksud antara lain membentuk suatu divisi dalam badan khusus atau membentuk dan atau 
melakukan penyertaan modal dalam suatu badan hukum.
Ayat (4)
Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak manapun tidak mencegah atau menunda pelaksanaan tindakan hukum yang 
dilakukan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini. Dalam hal atas upaya hukum tersebut 
dikeluarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) memenanagkan pihak 
manapun tersebut, badan khusus wajib mematuhi putusan pengadilan tersebut.
Ayat (5)
Cukup jelas 
Ayat (6)
Cukup jelas 
Ayat (7)
Cukup jelas 
Ayat (8)
Cukup jelas 
Ayat (9)
Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:
a. pendirian badan khusus;a
b. anggaran dan pengeluaran badan khusus;
c. tata cara penagihan piutang bank dalam program penyehatan;
d. tata cara penyertaan modal untuk sementara;
e. pembubaran;
£ tata cara penyehatan bank.
Pasal 37B 
A yat(l)
Cukup jelas 
Ayat (2)
Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus 
meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank.
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Dalam menyelenggarakan penjaminan simpanan dana masyarakat pada bank, Lembaga Penjamin Simpanan dapat 
menggunakan:
a. skim dana bersama;
b. skim asuransi; atau
c. skim lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.
Ayat (3)
Cukup jelas 
Ayat (4)
Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:
a. pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan;
b. struktur organisasi;
c. pilihan skim pei\jaminan;
d . kewaj iban bank untuk menjadi anggota.
Angka 27
Pasal 40
Apabila nasabah bank adalah Nasabah Penyimpanan yang sekaligus juga sebagai Nasabah debitur, bank wtyib tetap 
merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpanan.
Keterangan mengenai nasabah selain sebagai Nasabah Penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib 
dirahasiakan bank.
Bagi bank yang melakukan kegiatan sebagai lembaga penunjang pasar modal, misalnya bank selaku kustodian dan 
atau Wali Amanat, tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Ayat (2)
Cukup jelas 
Angka 28 
Pasal 41 
A yat(l)
Cukup jelas 
Angka 29 
Pasal 41A 
A y at(l)
Cukup jelas 
Ayat (2)
Cukup jelas 
Ayat (3)
Cukup jelas 
Angka 30 
Pasal 42 
A yat(l)
Kata dapat dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa izin oleh Pimpinan Bank Indonesia akan diberikan 
sepanjang permintaan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
Ayat (2)
Pemberian izin oleh Bank Indonesia harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen 
permintaan diterima secara lengkap.
Ayat (3)
Cukup jelas 
Angka 31 
Pasal 42A 
Cukup jelas 
Angka 32 
Pasal 44A 
A y a t(l)
Cukup jelas 
Ayat (2)
Cukup jelas 
Pasal 46 
A y a t(l)
Cukup jelas 
Ayat 34 
Pasal 47 
Ayat (1)
Cukup jelas 
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank.
Angka 35 
Pasal 47A 
Cukup jelas
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Angka 36 
Pasal 48 
A yat(l)
Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk 
melaksanakan tugas operasional bank, dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan 
bank.
Ayat (2)
Cukup jelas 
Angka 37 
Pasal 49 
A yat(l)
Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan kaiyawan bank.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat bank dan karyawan bank.
Huruf b
Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang 
hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.
Angka 38 
Pasal 50 
Cukup jelas 
Angka 39 
Pasal 50A 
Cukup jelas 
Angka 40 
Pasal 51 
A yat(l)
Perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dalam ayat ini digolongkan sebagai tindak 
pidana kejahatan, berarti bahwa terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang 
lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar sebagai pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah 
lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat 
mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank 
maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan.
Dengan digolongkan sebagai tindak kejahatan, diharapkan akan dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap 
ketentuan dalam Undang-undang ini.
Mengenai tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank 
Perkreditan Rakyat pada dasarnya berlaku ketentuan-ketentuan tentang sanksi pidana dalam Bab VIII, mengingat 
sifat ancaman pidana dimaksud berlaku umum.
Angka 41 
Pasal 52 
A yat(l)
Cukup jelas 
Ayat (2)
Cukup jelas 
Ayat (3)
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
a. jenis-jenis sanksi administratif;
b. tata cara pelaksanaan sanksi administratif;
c. tindak lanjut pelaksanaan sanksi administratif;
d. pengawasan pelaksanaan sanksi administratif.
Angka 42
Pasal 55 
Cukup jelas 
Angka 43 
Pasal 59A
Badan khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini bersifat sementara, dengan tugas khusus melakukan langkah- 
langkah yang diperlukan untuk menyehatkan Perbankan nasional.
Badan yang telah ada saat ini dalam rangka melakukan upaya penyehatan perbankan, tetap dapat melakukan tugas 
penyehatan perbankan berdasarkan Undang-undang ini.
Pasal n  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3790
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 31 TAHUN 1999 

TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a. bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga 
harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan 
dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;

c. bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan 
hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih 
efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan
e perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi.

Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

IX/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme.

Dengan persetujuan
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

BAB I 

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Daiam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan 

badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi:

a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang 
Kepegawaian;

b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud daiam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan 

dari keuangan negara atau daerah;
e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal 

atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.
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TINDAK PIDANA KORUPSI

(1). Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri 
atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit 

Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah).

(2). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam 

keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 

kedudukan atau sarana yang ada padanya Karena \abatan atau kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda 

paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah)

Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan 

dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang- 

undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 

lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
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Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud daiam Pasal 210 Kitab Undang- 
undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 
15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta 
rupiah)

Pasal 7

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 387 atau pasal 388 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 
dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang- 
undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat (tiga) tahun dan paling lama 
15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang- 
undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 10

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang- 
undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 
7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 11

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang- 
undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
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lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, 
Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana 
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 13
Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat 
kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi 
hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh 
juta rupiah).

Pasal 14
Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa 
pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku 
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 15
Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan 
tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 16
Setiap orang diluar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, 
sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama 
sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 
sampai dengan Pasal 14.

Pasal 17

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan 
Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
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(1). Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang 
tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, 
termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu 
pula dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut;

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan 
harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) 
tahun;

d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau 
sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah 
kepada terpidana.

(2). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 
b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan 
dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3). Dalam ha) terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang 
pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana 
penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai 
dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan 
dalam putusan pengadilan.

Pasal 19
1. Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak 

dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
2. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang 

pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat 
keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan 
setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

3. Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk menangguhkan 
atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

4. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut 
umum dan pihak yang berkepentingan.
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5. Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat 
dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

Pasal 20
1. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan 

penhatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh 

orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak 
dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut 
diwakili oleh pengurus.

4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh 
orang lain.

5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan 
dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka pengilan untuk menghadap 
dan Penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal 
pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan 
ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).

BAB III
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 21
Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau 
tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka 
atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus 
juta rupiah).
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Setiap orang sebagaimana dimaksud datam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang 
dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 9tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau 
denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah)

Pasal 23
Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, 
Pasal 231, Pasal 241, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan 
atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 24
Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus 
lima puluh juta rupiah).

BAB IV
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 25

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi 
didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Pasal 26
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, 
dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang- 
undang ini.

Pasal 27

Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim 
gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.

Pasal 28
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Untuk kepentingan penyisikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang Seluruh harta 

bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang 

diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan 

tersangka.

Pasal 29

1. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, 
penyidikan, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank 

tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.

2. Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan 

kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.

3. Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-ambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak 

dokumen permintaan diterima secara lengkap.

4. Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir 

rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.

5. Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang 

cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim, bank pada hari itu juga 

mencabut pemblokiran.

Pasal 30

Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, 

atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang 

sedang diperiksa.

Pasal 31

1. Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang 

bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat Pelopor, 
atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

2. Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

Pasal 32

1. Dalam hal penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak 

pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian
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keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikian 
tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan 
kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

2. Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk 
menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Pasal 33
Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah 
ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan 
tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk 
dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 34
Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, 
sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera 
menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau 
diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 35

1. Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, 
nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.

2. Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat 
diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh 
terdakwa.

3. Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan 
keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.

Pasal 36
Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap 
mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan 
rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

Pasal 37

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana 
korupsi.

2. Dalam hal terdakwa dapat dibuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka 
keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
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3. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang Seluruh harta bendanya dan harta benda 
istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai 
hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

4. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan 
penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat 
digunakan untuk memperkuat alat buktu yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan 
tindak pidana korupsi.

5. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat 92), dan 93) dan ayat (4), 
penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Pasal 38

1. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa 
alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.

2. Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka 
terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam 
sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.

3. Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada 
papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada 
kuasanya.

4. Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1).

5. Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang 
cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidanan korupsi, maka hakim 
atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.

6. Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan 
upaya banding.

7. Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang 
telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga 
puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 39

Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelidikan, penyidikan, dan penuntut tindak 
pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan 
Peradilan Militer.
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Dalam hal terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di lingkungan Peradilan Militer, 
maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 31 
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak dapat diberlakukan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasat 41

1. Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana korupsi.

2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak 

pidana korupsi;
b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan 

informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum 
yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak 
hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan 
kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal;
1. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
2. diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan 

sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku;

3. masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan 
tanggungjawab dalam upaya mencegah pemberantasan tindak pidana korupsi;

4. hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat 93) 
dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas aau ketentuan yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma 
agama dan norma sosial lainnya;

5. ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
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1. Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat telah berjasa membantu 
upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengangkapan tindak pidana korupsi.

2. Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI 
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

1. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan 
koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah 
dan unsur masyarakat.

4. Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, 
tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat
(2), ayat (3) diatur dengan Undang-undang.

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2958), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Agustus 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 16 Agustus 1999

MENTERI NEGARA SEKRATARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M ULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 140

PENJELASAN

ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 31 TAHUN 1999 
TENANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
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/. UMUM

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat 

Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang- 

Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera 

tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas 

korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat, karena dalam kenyataan adanya 

pembuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya 

dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai sidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan 

pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan menjunjung tinggi hak 

asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi 

perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara 

lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang 

dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan 

segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik 

di tingkat pusat maupun daerah;
b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik 

Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang 

menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga 

berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan 

Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha 

bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri 
yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan 

memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada Seluruh kehidupan 

masyarakat.
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Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau 
perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam 
Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukumdalam 
pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak 
pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan 
masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana 
formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam 
Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana 
korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Perkembangan baru yang diatur dalam Undang-undang ini adalah korporasi sebagai subyek tindak 
pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam undang-undang Nomor 3 
Tahun 1971.

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana 
korupsi, Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang 
sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, 
dan ancaman pidana mati yang merupakan pemeratan pidana. Selain itu, Undang-undang ini memuat 
juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan 
berupa uang pengganti kerugian negara.

Undang-undang ini juga memperluas pengertian Pegawai Negeri, yang antara lain adalah orang yang 
menerima gaji dan upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau 
masyarakat. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam 
berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin 
yang eksekutif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

Hal baru lainnya adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka 
dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, sedangkan dalam proses penyidikan 
dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini 
dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisien waktu penanganan tindak pidana korupsi dan 
sekaligus perlindungan manusia dari tersangka atau terdakwa.
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Untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, 

Undang-undang ini mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan 

tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan 

tersangka atau terdakwa kepada bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank 

Indonesia.
Disamping itu, undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau 

berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak 

pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang Seluruh harta bendanya dan harta benda 

istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai 

hubungan dengan perkara yang bersangkutan, an penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan 

dakwaannya.

Undang-undang ini juga memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat berperan 

serta untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan terhadap 

anggota masyarakat yang berperan serta tersebut diberikan perlindungan hukum dan penghargaan.

Selain memberikan peran serta masyarakat tersebut, Undang-undang ini juga mengamanatkan 

pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-undang 

tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. 

Keanggotaan Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur 
masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi perlu diganti dengan Undang-undang ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan 

melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan 

tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan 

tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma 

kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam
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ketentuan ini, kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya 
tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah 
dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai 
pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada 
waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada 
waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada 
waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pasal 3
Kata dapat dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2.

Pasal 4
Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 
telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian negara atau 
perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan 
salah satu faktor yang meringankan.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Dalam ketentuan ini, frasa Angkatan Laut atau Angkatan Darat yang dimuat dalam Pasal 388 
KUHP harus dibaca Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas
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Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang ini adalah baik 

hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.
Pasal 15

Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan 

pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman 

pidananya.

Pasal 16

Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang 

bersifat transnasional atau lintas batas teritorial sehingga segala bentuk transfer 

keuangan/harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi antar negara dapat dicegah secara 

optimal dan efektif.

Yang dimaksud dengan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan dalam ketentuan ini 
adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Huruf a
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Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan 
adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara 
waktu sesuai dengan putusan pengadilan.

Huruf d
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Apabila keberatan pihak ketiga diterima oleh hakim setelah eksekusi, maka negara 
berkewajiban mengganti kerugian kepada pihak ketiga sebesar nilai hasil lelang atas 
barang tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)

20 /26
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Yang dimaksud dengan pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan 
kepengurusan korporasi yang bersangkutan, sesuai dengan anggaran dasar, 
termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut 
memutuskan kewajiban korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana 
korupsi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
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Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih perkara yang oleh Undang-undang ditentukan untuk 
didahulukan maka mengenai Penentuan prioritas perkara tersebut diserahkan pada tiap 
lembaga yang berwenang disetiap proses peradilan.

Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan 
(wiretapping).

Pasal 27
Yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya antara lain tindak 
pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, 
komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang:
a. bersifat lintas sektoral;
b. dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih atau
c. dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai Penyelenggara Negara

sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan, penuntutan, 
pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tetap memperhatikan koordinasi lintas sektoral 
dengan Instansi terkait.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan rekening simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat 
kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, 
sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, termasuk 
penitipan (custodian) dan penyimpanan barang atau surat berharga (safe-deposit box).
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Rekening simpanan yang diblokir adalah termasuk bunga deviden, bunga obligasi, atau 
keuntungan lain yang diperoleh dari simpanan tersebut.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 30
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada penyidik dalam rangka 
proses penyidikan yang pada dasarnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
untuk membuka, memeriksa atau menyita surat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari 
Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 31
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelapor dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi 
informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi 
dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian 
negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang 
berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan putusan bebas adalah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undnag-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana.

Pasal 33
Yang dimaksud dengan ahli waris dalam Pasal ini adalah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34
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Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Yang dimaksud dengan petugas agama dalam Pasal ini adalah hanya petugas Agama 
Katholik yang dimintakan bantuan kejiwaan, yang dipercayakan untuk menyimpan rahasia?

Pasal 37
Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak 
pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak 
melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak 
berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban 
untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang 
terbatas karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Pasal 38
Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan negara 
sehingga tanpa kehadiran terdakwapun, perkara dapat diperiksa dan diputus oleh 
hakim.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan putusan yang diumumkan atau diberitahukan adalah petikan 
surat putusan pengadilan?.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Ketentuan dalam ayat ini, dimaksudkan pula untuk menyelamatkan kekayaan negara.
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Cukup jelas

Ayat (7)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad 

baik. Batasan waktu 30 (tiga puluh) hari dimaksudkan untuk menjamin 

dilaksanakannya eksekusi terhadap barang-barang yang memang berasal dari tindak 

pidana korupsi.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan adalah kewenangan Jaksa Agung sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang 

Kejaksaan.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)
Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Perlindungan hukum terhadap pelapor dimaksudkan untuk memberikan rasa 

aman bagi pelapor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.
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Penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam mengungkap tindak pidana 
korupsi dengan disertai bukti-bukti, diberikan penghargaan baik berupa piagam 
maupun premi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 387
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 20 TAHUN 2001 

TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG 

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya 

merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap 
hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana 
korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus 
dilakukan secara luar biasa;

b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran 
hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi 
masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, 
perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf
b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas 
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3874).

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
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UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal I
Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut:
1. Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya 

sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang- 
undang ini.

2. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan 
Pasal 12, rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang 
terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang 
diacu, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 

5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh 
juta rupiah) setiap orang yang:
a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau 

penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau 
penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu 
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 
karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan 
kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian 
atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, 
dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 

15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 
(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh 
ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk 

mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk 
diadili; atau

b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat 
untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk 
mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung 
dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang 
sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
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(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 
7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 
(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima 
puluh juta rupiah):
a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau 

penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan 
bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan 
keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan 
perang;

b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan 
bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a;

c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara 
Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 
melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan 
negara dalam keadaan perang; atau

d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan 
Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana 
dimaksud dalam huruf c.

(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang 
menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau 
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan 
pidana yang sama sebagaimana dimaksud da\am ayat (1).

Pasal 8
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima 
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta 
rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan 
menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara 
waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan 
karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil 
atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan 
tersebut.

Pasal 9
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 
(lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 
pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan 
suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan 
sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan 
administrasi.
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Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 
(tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) 
pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan 
suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan 
sengaja:
a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat 

dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan 
atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena 
jabatannya; atau

b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau 
membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau

c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau 
membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 11
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 
(lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji 
padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan 
karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau 
yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada 
hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, 

padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut 
diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu 
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal 
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat 
atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam 
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga 
bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan 
perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima 
hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji 
tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, 
berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau 
dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan
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sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau 
untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan 
tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai 
negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah- 
olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum 
tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut 
bukan merupakan utang;

g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan 
tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah- 
olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut 
bukan merupakan utang;

h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan 
tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, 
seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan 
orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau

i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak 
langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau 
persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian 
ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya."

Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 12 A,
Pasal 12 B, dan Pasal 12 C, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12A
(1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal
11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang 
dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 
(lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12B
(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 

dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang 
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai 
berikut:
a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, 

pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan 
oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut 
umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun,
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dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12C
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, 

jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan 
oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung 
sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 
(tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan 
gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi.”

Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 26 A 
yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 26A
Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 
ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 
khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:
a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau 

disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; 
dan

b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, 
dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan 
suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain 
kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, 
gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang 
memiliki makna.”

Pasal 37 dipecah menjadi 2 (dua) pasal yakni menjadi Pasal 37 dan Pasal 37 A 
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pasal 37 dengan substansi yang berasal dari ayat (1) dan ayat (2) dengan 

penyempurnaan pada ayat (2) frase yang berbunyi "keterangan tersebut 
dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya" diubah menjadi 
"pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk 
menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti", sehingga bunyi keseluruhan 
Pasal 37 adalah sebagai berikut:

“Pasal 37
(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan 

tindak pidana korupsi.
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(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak 
pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan 
sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.”

b. Pasal 37 A dengan substansi yang berasal dari ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) 
dengan penyempurnaan kata "dapat" pada ayat (4) dihapus dan penunjukan 
ayat (1) dan ayat (2) pada ayat (5) dihapus, serta ayat (3), ayat (4), dan ayat
(5) masing-masing berubah menjadi ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sehingga 
bunyi keseluruhan Pasal 37 A adalah sebagai berikut:

“Pasal 37A
(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan 

harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau 
korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang 
didakwakan.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak 
seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, 
maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk 
memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan 
tindak pidana korupsi.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan 
tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan 
Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut 
umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.”

Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 ditambahkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 38 A,
Pasal 38 B, dan Pasal 38 C yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 38A
Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat
pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 38B
(1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, 
Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 
Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda 
miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak 
pidana korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana 
korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana 
korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta 
benda tersebut dirampas untuk negara.

(3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutannya pada 
perkara pokok.
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(4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan 
berasa) dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat 
membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada 
memori banding dan memori kasasi.

(5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa 
pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

(6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan 
hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Pasal 38C
Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga 
juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk 
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat 
melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.” *

Di antara Bab VI dan Bab VII ditambah bab baru yakni Bab V IA  mengenai 
Ketentuan Peralihan yang berisi 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43 A yang diletakkan di 
antara Pasal 43 dan Pasal 44 sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

“BAB VIA  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43A
(1) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa 
dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor3 Tahun 1971 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum 
pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan 
dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang- 
undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Ketentuan minimum pidana penjara dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8,
Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak 
berlaku bagi tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang- 
undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi.

(3) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang ini diundangkan, 
diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan 
ketentuan mengenai maksimum pidana penjara bagi tindak pidana korupsi 
yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berlaku ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 A ayat (2) Undang-undang ini.”

Dalam BAB VH sebelum Pasal 44 ditambah 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 43 B 
yang berbunyi sebagai berikut:
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Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, 
Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, 
Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jis. 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita 
Republik Indonesia II Nomor 9), Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang 
Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan 
Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap 
Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku."

Pasal II
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang jni 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 21 November 2001 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTR/

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 21 November 2001 

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 134
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PENJELASAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 20 TAHUN 2001 
TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG 
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

I. UMUM
Sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) diundangkan, terdapat berbagai 
interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai 
penerapan Undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan. Hal ini disebabkan Pasal 44 
Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undang- 
undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya 
kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum 
berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.
Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan 
meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar 
hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu 
dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana 
korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem 
pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.
Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan perlakuan 
adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang- 
undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa 
petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai NpetunjukM selain diperoleh dari keterangan saksi, 
surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi 
yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau 
yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic 
data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili, dan dari 
dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau 
didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang 
tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara 
elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, 
angka, atau perforasi yang memiliki makna.
Ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" perlu ditambahkan dalam Undang-undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan 
yang bersifat "premium remidium" dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus 
terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap 
penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 
Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, 
dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.
Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan 
terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal
14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang- 
undang ini.
Dalam Undang-undang ini diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata 
terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui 
setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang 
disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak 
pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. 
Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili 
negara.
Selanjutnya dalam Undang-undang ini juga diatur ketentuan baru mengenai maksimum 
pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari 
Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan 
rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif 
kecil.
Di samping itu, dalam Undang-undang ini dicantumkan Ketentuan Peralihan. Substansi 
dalam Ketentuan Peralihan ini pada dasarnya sesuai dengan asas umum hukum pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1 

Pasal 2 ayat (2)
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang 
dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila 
tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi 
penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat 
kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan 
pengulangan tindak pidana korupsi.
Angka 2

Pasal 5
Ayat (1)

Cukup jelas 
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" dalam Pasal ini adalah penyelenggara 
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme. Pengertian "penyelenggara negara" tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal 
berikutnya dalam Undang-undang ini.

Pasal 6
Cukup jelas

Cukup jelas
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Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Huruf a

Cukup jelas 
Huruf b

Cukup jelas 
Huruf c

Cukup jelas 
Huruf d
Yang dimaksud dengan "advokat" adalah orang yang beiprofesi memberi jasa hukum 
baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Huruf e

Cukup jelas
Huruf f

Cukup jelas
Huruf g

Cukup jelas
Huruf h

Cukup jelas
Huruf i

Cukup jelas 
Angka 3

Pasal 12A
Cukup jelas

Pasal 12B
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, 
yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga,
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tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan 
fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar 
negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana 
elektronik.
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12C
Cukup jelas 

Angka 4

Pasal 26A
Huruf a
Yang dimaksud dengan "disimpan secara elektronik" misalnya data yang disimpan dalam 
mikro film, Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM) atau Write Once Read Many 
(WORM).
Yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serupa dengan itu" dalam ayat ini tidak 
terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik 
(e-mail), telegram, teleks, dan faksimili.
Huruf b

Cukup jelas 
Angka 5

Pasal 37
Ayat (1)
Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap 
terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas 
pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah 
(presumption of innocence) dan menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination).
Ayat (2)
Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang 
(negatief wettelijk).

Pasal 37A
Cukup jelas 

Angka 6

Pasal 38A
Cukup jelas

Pasal 38B
Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada 
perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi 
berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal
4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
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tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 
Undang-undang ini sebagai tindak pidana pokok.
Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara 
diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan prikemanusiaan dan jaminan hidup bagi 
terdakwa.
Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ialah alasan logika 
hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum 
dari perkara pokok, berarti terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus 
tersebut.

Pasal 38C
Dasar pemikiran ketentuan dalam Pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan 
masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda 
yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum 
tetap. Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada 
terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan 
pengadilan memperoleh kekuatan tetap, baik putusan tersebut didasarkan pada Undang- 
undang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setelah berlakunya Undang-undang tersebut.
Untuk melakukan gugatan tersebut negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili 
negara.
Angka 7

Cukup jelas 
Angka 8

Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4150
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 40 TAHUN 2007 

TENTANG 
PERSEROAN TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
L

! PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
l

: Menimbang a. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar
atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi 
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, 
serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan 
ekonomi nasional, perlu di dukung oleh kelembagaan 
perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan 
perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan 
yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi 
perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa 
mendatang, perlu di dukung oleh suatu undang-undang yang 
mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin 
terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;

c. bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan 
perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk 
lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai 
usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 
Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu 
diganti dengan undang-undang yang baru;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk 
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;

Mengingat Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

BAB I 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum 

yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, 
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam 
saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini 
serta peraturan pelaksanaannya.

2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan 
Komisaris.

3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk 
berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan 
kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan 
sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

4. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ 
Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau 
Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini 
dan/atau anggaran dasar.

5. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab 
penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan 
maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun 
di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

6. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan 
pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar 
serta memberi nasihat kepada Direksi.

7. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan 
penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan di bidang pasar modal.

8. Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang 
saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan di bidang pasar modal.

9. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan 
atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada 
yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri
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beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan 
selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir 
karena hukum.

10. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau 
lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang 
karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan 
diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena 
hukum.

11. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum 
atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang 
mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

12. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk 
memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan 
beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva 
dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau 
lebih.

13. Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat 
dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan 
menyebutkan tanggal penerimaan.

14. Surat Kabar adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar 
secara nasional.

15. Hari adalah hari kalender.

16. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan
hak asasi manusia.

Pasal 2
Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak 
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, 
dan/atau kesusilaan.

Pasal 3
(1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas

perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas 
kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak

langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan 
pribadi;

c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau

d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan,
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yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk 
melunasi utang Perseroan.

Pasal 4
Terhadap Perseroan berlaku Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5
(1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara 

Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
(2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.
(3) Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang 

cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama 
dan alamat lengkap Perseroan.

Pasal 6
Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana 
ditentukan dalam anggaran dasar.

BAB II
PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, 

DAFTAR PERSEROAN DAN PENGUMUMAN

Bagian Kesatu 
Pendirian

Pasal 7
(1) Perseroan didihkan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang 

dibuat dalam bahasa Indonesia.
(2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan 

didirikan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka 

Peleburan.
(4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya 

Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
(5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham 

menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) 
bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan 
wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan 
mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

(6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, 
pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham 
bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian
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Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri 
dapat membubarkan Perseroan tersebut.

(7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat
(6) tidak berlaku bagi:
a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, 

lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Pasal 8
(1) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan 

pendirian Perseroan.
(2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang- 

kurangnya :
a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan

kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan 
dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri 
mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;

b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal,
kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama 
kali diangkat;

c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian
jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan 
disetor.

(3) Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain
berdasarkan surat kuasa.

Pasal 9
(1) Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama- 
sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem 
administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi 
format isian yang memuat sekurang-kurangnya:
a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
b. jangka waktu berdirinya Perseroan;
c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
e. alamat lengkap Perseroan.

(2) Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului 
dengan pengajuan nama Perseroan.

(3) Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama 
Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10
(1) Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (1) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam 
puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi 
keterangan mengenai dokumen pendukung.

(2) Ketentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Menteri.

(3) Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan 
keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri 
langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan 
secara elektronik.

(4) Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan 
keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada s#at
(1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri 
langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon 
secara elektronik.

(5) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 
pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon 
yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang 
dilampiri dokumen pendukung.

(6) Apabila semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dipenuhi 
secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan 
keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani 
secara elektronik.

(7) Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen 
pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, Menteri 
langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan 
pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi 
gugur.

(8) Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan kembali permohonan untuk 
memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

(9) Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan 
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akta pendirian 
menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum 
memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya 
dilakukan oleh pendiri.
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(10) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi 
permohonan pengajuan kembali.

Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) bagi daerah tertentu yang belum
mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik diatur dengan Peraturan
Menteri.

Pasal 12
(1) Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan 

penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, 
harus dicantumkan dalam akta pendirian.

(2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan
dengan akta yang bukan akta otentik, akta tersebut dilekatkan pada akta 
pendirian.

(3) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan
dengan akta otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris 
yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan.

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) tidak dipenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan 
kewajiban serta tidak mengikat Perseroan.

Pasal 13
(1) Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan

yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan 
hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima 
atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan 
hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya.

(2) RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan 
dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan 
memperoleh status badan hukum.

(3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila RUPS 
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suara 
dan keputusan disetujui dengan suara bulat.

(4) Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap calon pendiri yang melakukan 
perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat 
yang timbul.

(5) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan 
apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh 
semua calon pendiri sebelum pendirian Perseroan.
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Pasal 14
(1) Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan 

hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama 
semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka 
semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum 
tersebut.

(2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, 
perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan 
dan tidak mengikat Perseroan.

(3) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi 
tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum.

(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya mengikat dan 
menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui 
oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang 
saham Perseroan.

(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah RUPS pertama yang harus 
diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan 
memperoleh status badan hukum.

Bagian Kedua 
Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar

Paragraf 1 
Anggaran Dasar

Pasal 15
(1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat

sekurang-kurangnya:
a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk

tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai 
nominal setiap saham;

f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi

dan Dewan Komisaris;
i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Pertanggungjawaban direksi..., Titi Asmara Dewi, FH UI, 2008



(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat 
juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang 
ini.

(3) Anggaran dasar tidak boleh memuat:
a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak 

lain.

Pasal 16
(1) Perseroan tidak boleh memakai nama yang :

a. telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya 
dengan nama Perseroan lain;

b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, 

atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang 
bersangkutan;

d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau 
menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;

e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang 
tidak membentuk kata; atau

f. mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan 
perdata.

(2) Nama Perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau 
disingkat “PT”.

(3) Dalam hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), pada akhir nama Perseroan ditambah kata singkatan Tbk”.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama Perseroan diatur 
dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 17
(1) Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam 

wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
(2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan 

kantor pusat Perseroan.

Pasal 18
Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang 
dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Paragraf 2 
Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 19
(1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
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(2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas 
dalam panggilan RUPS.

Pasal 20
(1) Perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah dinyatakan pailit tidak dapat 

dilakukan, kecuali dengan pesetujuan kurator.
(2) Persetujuan kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam 

permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar 
kepada Menteri.

Pasal 21
(1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
(2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi:
a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
d. besarnya modal dasar;
e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau 

sebaliknya.
(3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup 

diberitahukan kepada Menteri.
(4) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
(5) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat 

yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

(6) Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah 
lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi 
pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.

(9) Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar 
tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.

Pasal 22
(1) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan

jangka waktu berdirinya Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran 
dasar harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari 
sebelum jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir.
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(2) Menteri memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal terakhir 
berdirinya Perseroan.

Pasal 23
(1) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) 

mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai 
persetujuan perubahan anggaran dasar.

(2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) 
mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan 
perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku 
dalam hal Undang-Undang ini menentukan lain.

Pasal 24
(1) Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria 

sebagai Perseroan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan di bidang pasar modal, wajib mengubah anggaran dasarnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dalam jangka waktu 30 
(tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut.

(2) Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan 
pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan di bidang pasar modal.

Pasal 25
(1) Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi 

Perseroan Terbuka mulai berlaku sejak tanggal:
a. efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas 

di bidang pasar modal bagi Perseroan Publik; atau
b. dilaksanakan penawaran umum, bagi Perseroan yang mengajukan 

pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar 
modal untuk melakukan penawaran umum saham sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(2) Dalam hal pernyataan pendaftaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a tidak menjadi efektif atau Perseroan yang telah mengajukan 
pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak 
melaksanakan penawaran umum saham, Perseroan harus mengubah kembali 
anggaran dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal 
persetujuan Menteri.
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Pasal 26
Perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka Penggabungan atau 
Pengambilalihan berlaku sejak tanggal:
a. persetujuan Menten;
b. kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri; atau
c. pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri, atau tanggal

kemudian yang ditetapkan dalam akta Penggabungan atau akta Pengambilalihan

Pasal 27
Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 ayat (2) ditolak apabila:
a. bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar;
b. isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; atau
c. terdapat keberatan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan 

modal.
Pasal 28

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan 
Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, dan keberatannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 mutatis mutandis 
berlaku bagi pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan 
keberatannya.

Bagian Ketiga 
Daftar Perseroan dan Pengumuman

Paragraf 1 
Daftar Perseroan

Pasal 29
(1) Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri.
(2) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang

Perseroan yang meliputi:
a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, 

jangka waktu pendirian, dan permodalan;
b. alamat lengkap Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
c. nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai

pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (4);

d. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
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e. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal 
penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 ayat (2);

f. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan 
akta perubahan anggaran dasar;

g. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan 
anggota Dewan Komisaris Perseroan;

h. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan 
pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan 
kepada Menteri;

i. berakhirnya status badan hukum Perseroan;
j. neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi

Perseroan yang wajib diaudit.
(3) Data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam daftar

Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal:
a. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, 

persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan 
persetujuan;

b. penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak 
memerlukan persetujuan;atau

c. penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan 
merupakan perubahan anggaran dasar.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g mengenai nama
lengkap dan alamat pemegang saham Perseroan Terbuka sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(5) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar Perseroan diatur dengan Peraturan

Menteri.
Paragraf 2 

Pengumuman

Pasal 30
(1) Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia :

a. akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);

b. akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);

c. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya
Oleh Menteri.
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(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri 
dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 
diterbitkannya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dan huruf b atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III 
MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu 
Modal

Pasal 31
(1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan

peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal 
Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

Pasal 32
(1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan

jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal 
dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33
(1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.
(2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
(3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah 

modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Pasal 34
(1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau 

dalam bentuk lainnya.
(2) Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan 
nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak 
terafiliasi dengan Perseroan.
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(3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan
dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari 
setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan 
penyetoran saham tersebut.

Pasal 35
(1) Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap 

Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi 
kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui 
oleh RUPS.

(2) Hak tagih terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat 
dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap 
Perseroan yang timbul karena:
a. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau 

benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
b. pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah 

membayar lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; 
atau

c. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga 
dan Perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang 
dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara 
nyata telah diterima Perseroan.

(3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dilakukan 
sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan jumlah suara 
untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini 
dan/atau anggaran dasar.

Pasal 36
(1) Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun 

dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak 
langsung telah dimiliki oleh Perseroan.

(2) Ketentuan larangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan 
karena hukum, hibah, atau hibah wasiat.

(3) Saham yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal perolehan harus 
dialihkan kepada pihak lain yang tidak di larang memiliki saham dalam 
Perseroan.

(4) Dalam hal Perseroan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
perusahaan efek, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
pasar modal.
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Bagian Kedua 
Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan

Pasal 37
(1) Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan 

ketentuan :
a. pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih 

Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan 
ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan

b. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan 
dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh 
Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara 
langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% 
(sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, 
kecuali diatur lain dalam peraturan perundang undangan di bidang pasar 
modal.

(2) Pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang 
bertentangan dengan ayat (1) batal karena hukum.

(3) Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita 
pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali 
yang batal karena hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Saham yang dibeli kembali Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hanya boleh dikuasai Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 38
(1) Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)

atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan
persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang- 
undangan di bidang pasar modal.

(2) Keputusan RUPS yang memuat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, 
kuorum, dan persetujuan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pasal 39
(1) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna 

menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
38 untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kali dapat 
diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

(3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu 
dapat ditarik kembali oleh RUPS.
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Pasal 40
(1) Saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali, peralihan karena 

hukum, hibah atau hibah wasiat, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan 
suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum 
yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau 
anggaran dasar.

(2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapat pembagian 
dividen.

Bagian Ketiga 
Penambahan Modal

Pasal 41
(1) Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.
(2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna 

menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
untuk jangka waktu paling lamai (satu) tahun.

(3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu 
dapat ditarik kembali oleh RUPS.

Pasal 42
(1) Keputusan RUPS untuk penambahan (TKKfttf <tasar ada)ah sah apabiia dilakukan 

dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah SliciTSk SStuju untuk 
perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini 
dan/atau anggaran dasar.

(2) Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam 
batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih 
dari V* (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan 
disetujui oleh lebih dari !4 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang 
dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar.

(3) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan 
kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

Pasal 43
(1) Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih 

dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan 
saham untuk klasifikasi saham yang sama.

(2) Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan 
saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli 
terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan 
jumlah saham yang dimilikinya.

(3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal 
pengeluaran saham:
a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
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b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat 
dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan 
persetujuan RUPS; atau

c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah 
disetujui oleh RUPS.

(4) Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam 
jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, 
Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut 
kepada pihak ketiga.

Bagian Keempat 
Pengurangan Modal

Pasal 44
(1) Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan adalah sah apabila 

dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah 
suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam Undang- 
Undang ini dan / atau anggaran dasar.

(2) Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada semua kreditor dengarv-mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih Surat 
Kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 
keputusan RUPS.

Pasal 45
(1) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), kreditor dapat mengajukan 
keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada Perseroan atas keputusan 
pengurangan modal dengan tembusan kepada Menteri.

(2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keberatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diterima, Perseroan wajib memberikan jawaban secara 
tertulis atas keberatan yang diajukan.

(3) Dalam hal Perseroan:
a. menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati 

kreditor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 
jawaban Perseroan diterima; atau

b. tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari 
terhitung sejak tanggal keberatan diajukan kepada Perseroan,

kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang daerah 
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Pasal 46
(1) Pengurangan modal Perseroan merupakan perubahan anggaran dasar yang

harus mendapat persetujuan Menteri.

Pertanggungjawaban direksi..., Titi Asmara Dewi, FH UI, 2008



Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:
a. tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);
b. telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor; atau
c. gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 47
Keputusan RUPS tentang pengurangan modal ditempatkan dan disetor 
dilakukan dengan cara penarikan kembali saham atau penurunan nilai nominal 
saham.
Penarikan kembali saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
terhadap saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan atau terhadap saham 
dengan klasifikasi yang dapat ditarik kembali.
Penurunan nilai nominal saham tanpa pembayaran kembali harus dilakukan 
secara seimbang terhadap seluruh saham dari setiap klasifikasi saham. 
Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dengan 
persetujuan semua pemegang saham yang nilai nominal sahamnya dikurangi. 
Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, keputusan RUPS 
tentang pengurangan modal hanya boleh diambil setelah mendapat persetujuan 
terlebih dahulu dari semua pemegang saham dari setiap klasifikasi saham ysng 
haknya dirugikan oleh keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut.

Bagian Kelima 
Saham

Pasal 48
Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.
Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan 
memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham 
tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham 
tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pasal 49
Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah.
Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan 
diaturnya pengeluaran saham tanpa nilai nominal dalam peraturan perundang- 
undangan di bidang pasar modal.
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Pasal 50
(1) Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, 

yang memuat sekurang-kurangnya:
a. nama dan afamat pemegang saham;
b. jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang

saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi 
saham;

c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang

mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia 
saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran 
jaminan fidusia tersebut;

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34 ayat (2).

(2) Selain daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi 
Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat 
keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta 
keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal 
saham itu diperoleh.

(3) Dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham.

(4) Daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat 
oleh para pemegang saham.

(5) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur
lain, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) 
berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.

Pasal 51
Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.

Pasal 52
(1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat 
dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tidak 
berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Undang- 
Undang ini.

(4) Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi.
(5) Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul 

dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai 
wakil bersama.
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Pasal 53
(1) Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih.
(2) Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya 

hak yang sama.
(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar

menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa.
(4) Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:

a. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau

anggota Dewan Komisaris;
c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar 

dengan klasifikasi saham lain;
d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima

dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas 
pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;

e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima
lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi fa/n at3s pembagian sisa 
kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

Pasal 54
(1) Anggaran dasar dapat menentukan pecahan nilai nominal saham.
(2) Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara 

perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau 
bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi 
sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari 
klasifikasi tersebut.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) mutatis 
mutandis berlaku bagi pemegang pecahan nilai nominal saham.

Pasal 55
Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56
(1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.
(2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya 

disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.
(3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari 

pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (t) dan ayat (2) dan 
memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk 
dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 
tanggal pencatatan pemindahan hak.
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Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum 
dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang 
dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum 
diberitahukan tersebut
Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang 
diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di 
bidang pasar modal.

Pasal 57
Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas 
saham, yaitu:
a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham 

dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ 

Perseroan; dan /atau
c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang 

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal 
pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali 
keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan 
kewarisan.

Pasal 58
Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual 
menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi 
tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) 
terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut 
tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual 
sahamnya kepada pihak ketiga.
Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menarik kembali penawaran 
tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).
Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau 
pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 
(satu) kali.

Pasal 59
Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan 
persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis 
dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 
Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut.
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(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan 
Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan 
dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.

(3) Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Organ Perseroan, 
pemindahan hak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 56 dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 
(sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.

Pasal 60
(1) Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.
(2) Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak 

ditentukan lain dalam anggaran dasar.
(3) Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar 
pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

(4) Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap 
berada pada pemegang saham.

Pasal 61
(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke 

pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap 
tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, 
dan/atau Dewan Komisaris.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri 
yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Pasal 62
(1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya 

dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui 
tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:
a. perubahan anggaran dasar;
b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai 

lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

(2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib 
mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.
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BAB IV
RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN, DAN 

PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu 
Rencana Keija

Pasal 63
Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang 
akan datang.
Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran 
tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang.

Pasal 64
Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada 
Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. 
Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan 
Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang- 
undangan.
Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat 
persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan 
Komisaris.

Pasal 65
Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 64, rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.
Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga bagi Perseroan yang rencana 
kerjanya belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam 
anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua 
Laporan Tahunan

Pasal 66
Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh 
Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah 
tahun buku Perseroan berakhir.
Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang- 
kurangnya:
a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir 

tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku 
sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan,
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laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas 
laporan keuangan tersebut;

b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi 

kegiatan usaha Perseroan;
e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh

Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan

tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang 
baru lampau.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun 
berdasarkan standar akuntansi keuangan.

(4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus 
disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

Pasal 67
(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) 

ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan 
Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di 
kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh 
pemegang saham.

(2) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak
menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang 
bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan 
tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam 
laporan tahunan.

(3) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak
menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah 
menyetujui isi laporan tahunan.

Pasal 68
(1) Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik

untuk diaudit apabila:
a. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/ atau mengelola

dana masyarakat;
b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
d. Perseroan merupakan persero;
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e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan 
jumlah nilai paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 
rupiah); atau

f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, 
laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS.
Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi.
Neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c setelah mendapat pengesahan RUPS 
diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar.
Pengumuman neraca dan laporan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan RUPS. 
Pengurangan besarnya jumlah nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
e ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 69
Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta 
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam 
Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau 
menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung 
renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut 
bukan karena kesalahannya.

Bagian Ketiga 
Penggunaan Laba

Pasal 70
Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku 
untuk cadangan.
Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan sampai 
cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal 
yang ditempatkan dan disetor.
Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup 
kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.
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Pasal 71
(1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
(2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai 
dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

(3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila 
Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Pasal 72
(1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan 

berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
(2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil 
daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.

(3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh 
mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya 
pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.

(4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah 
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan 
pada ayat (2) dan ayat (3).

(5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, 
dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham 
kepada Perseroan.

(6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas 
kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan 
dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 73
(1) Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang 

ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan 
khusus.

(2) RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam 
cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan 
menjadi hak Perseroan.
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BAB V
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN 

Pasal 74
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan 
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan.
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai 
biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan 
kepatutan dan kewajaran.
Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur 
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 

Pasal 75
RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan 
Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau 
anggaran dasar.
Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang 
berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang 
berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan 
kepentingan Perseroan .
RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali 
semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui 
penambahan mata acara rapat.
Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan 
suara bulat.

Pasal 76
RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan 
melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam 
anggaran dasar.
RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana 
saham Perseroan dicatatkan.
Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak 
di wilayah negara Republik Indonesia.
Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua 
pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu,

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)
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RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika
keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Pasal 77
(1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS 

dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana 
media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling 
melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

(2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah 
persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau 
sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan 
keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta 
RUPS.

Pasal 78
(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan 

setelah tahun buku berakhir.
(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).
(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk

kepentingan Perseroan .

Pasal 79
(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) 
dengan didahului pemanggilan RUPS.

(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
atas permintaan:
a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 

1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak 
suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; 
atau

b. Dewan Komisaris.
(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi 

dengan Surat Tercatat disertai alasannya.
(4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh 

pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
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Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 
15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS 
diterima.
Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5),
a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b.
Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari 
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang 
dipandang perlu oleh Direksi.
RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan 
masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk pada ketentuan Undang- 
Undang ini sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar 
modal tidak menentukan lain.

Pasal 80
Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS 
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat
(7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat 
mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah 
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian 
izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.
Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi 
dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk 
menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan 
bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang 
wajar untuk diselenggarakannya RUPS.
Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
memuat juga ketentuan mengenai:
a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang 

saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/ atau 
ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta 
penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan 
Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau

b. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir 
dalam RUPS.
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(4) Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat 
membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon 
mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakan mata 
acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

(6) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

(7) Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya 
kasasi.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Perseroan
Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya 
RUPS dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 81
(1) Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum

menyelenggarakan RUPS.
(2) Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan 
penetapan ketua pengadilan negeri.

Pasal 82
(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat

belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan 
tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan 
dalam Surat Kabar.

(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara 
rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS 
tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai 
dengan tanggal RUPS diadakan.

(4) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.

(5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat
(3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara 
hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara 
bulat.

Pasal 83
(1) Bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului

dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
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(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Pasal 84
(1) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran 

dasar menentukan lain.
(2) Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara 

langsung atau tidak langsung; atau
c. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya 

secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.

Pasal 85
(1) Pemegang saham? baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak 

menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah 
saham yang dimilikinya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemegang 
saham dari saham tanpa hak suara.

(3) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham 
berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak 
berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari 
jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

(4) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan 
karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari 
pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah 
diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut.

(6) Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan 
memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini dan anggaran dasar Perseroan.

(7) Terhadap Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dan ayat (6) berlaku juga ketentuan peraturan perundang- 
undangan di bidang pasar modal.

Pasal 86
(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian 

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali 
Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang 
lebih besar.

(2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat 
diadakan pemanggilan RUPS kedua.

(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah 
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

(4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil 
keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah
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seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar 
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

(5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang 
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan 
Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.

(6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan 
dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan 
negeri.

(7) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

(8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.

(9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang 
mendahuluinya dilangsungkan.

Pasal 87
(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih 
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali 
Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah 
sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Pasal 88
(1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat 

paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak 
suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui 
paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, 
kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan 
tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

(2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.

(3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil 
keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah 
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan 
keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari 
jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum 
kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih 
besar.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), 
ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).
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(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan 
keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur 
lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 89
(1) RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau 

Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, 
perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat 
dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari 
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan 
keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari 
jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum 
kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan 
RUPS yang lebih besar.

(2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
tercapai, dapat diadakan RUPS kedua.

(3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil 
keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah 
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan 
keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian 
dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum 
kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan 
RUPS yang lebih besar.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), 
ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
mengenai kuorum kehadiran dan/ atau ketentuan tentang persyaratan 
pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang 
tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 90
(1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani 

oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk 
dari dan oleh peserta RUPS.

(2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila 
risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

Pasal 91
Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS
dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis
dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
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BAB VII
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu 
Direksi

Pasal 92
Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan 
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan 
dalam Undang-Undang ini dan/ atau anggaran dasar.
Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih. 
Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau 
mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan 
utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling 
sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian 
tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan 
berdasarkan keputusan RUPS.
Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, 
pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan 
keputusan Direksi.

Pasal 93
Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang 
cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum 
pengangkatannya pernah:
a. dinyatakan pailit;
b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang 

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; 
atau

c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan 
negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi 
kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan 
tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

Pasal 94
Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam 
akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b .
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(3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat
kembali.

(4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan 
pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara 
pencalonan anggota Direksi.

(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian
anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, 
penggantian, dan pemberhentian tersebut.

(6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,
penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, 
dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya 
RUPS.

(7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota 
Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada 
Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.

(8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum 
dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau 
pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum 
tercatat dalam daftar Perseroan.

(9) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk 
pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya 
sendiri.

Pasal 95
(1) Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 93 batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya 
atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

(2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, 
anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya 
pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan 
memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

(3) Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh 
anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum 
pengangkatannya batal? tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab 
Perseroan.

(4) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota 
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah pengangkatannya batal, 
adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang 
bersangkutan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi tanggung 
jawab anggota Direksi yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 104.
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(1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan 
berdasarkan keputusan RUPS.

(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan 
kepada Dewan Komisaris.

(3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat 
Dewan Komisaris.

Pasal 97
(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 92 ayat (1).
(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap 

anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian 

Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya 
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi 
setiap anggota Direksi.

(5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk

kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak

langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya

kerugian tersebut.
(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu 

persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat 
mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang 
karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota 
Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas 
nama Perseroan.

Pasal 98
(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
(2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang 

mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam 
anggaran dasar.

(3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam 
Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.
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(4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh
bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar 
Perseroan.

Pasal 99
(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi 
yang bersangkutan; atau

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan
dengan Perseroan.

(2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak 
mewakili Perseroan adalah:
a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan

dengan Perseroan;
b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai

benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi

atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan 
Perseroan.

Pasal 100
(1) Direksi Wajib:

a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan 
risalah rapat Direksi;

b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan 
dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang- 
Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan

c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen 
Perseroan lainnya.

(2) Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan 
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di tempat kedudukan 
Perseroan.

(3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada 
pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, 
risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta 
mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menutup kemungkinan 
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.

A
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(1) Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang
dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam 
Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.

(2) Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab 
secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut.

Pasal 102
(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;
yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih 
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama 
lain maupun tidak.

(2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi
pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) 
tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam 
anggaran dasar Perseroan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap
tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh 
Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan 
anggaran dasarnya.

(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan
RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum 
tersebut beritikad baik.

(5) Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan
keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 mutatis mutandis 
berlaku bagi keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 103
Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau
lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan
hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

Pasal 104
(1) Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri 

kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan 
tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

(2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena 
kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar 
seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi 
secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak 
terlunasi dari harta pailit tersebut.
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(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi 
anggota Direksi yang salah atau lalai yang pemah menjabat sebagai anggota 
Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit 
diucapkan.

(4) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:
a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh

tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud 
dan tujuan Perseroan;

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak
langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku 

juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan 
pihak ketiga.

Pasal 105
(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan 

RUPS dengan menyebutkan alasannya.
(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela 
diri dalam RUPS.

(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang 
bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan 
diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan 
pemberhentian.

(4) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas 
pemberhentian tersebut.

(5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:
a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1); atau
d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3).

Pasal 106
(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris 

dengan menyebutkan alasannya.
(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan

secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
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(3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).

(4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal 
pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.

(5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang 
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

(6) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara 
tersebut.

(7) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota 
Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.

(8) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat 
mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

(9) Bagi Perseroan Terbuka penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dan ayat (8) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
pasar modal.

Pasal 107
Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai:
a. tata cara pengunduran diri anggota Direksi;
b. tata cara pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong; dan
c. pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan dalam 

hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara.

Bagian Kedua 
Dewan Komisaris

Pasal 108
(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya 

pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha 
Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

(2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan 
Perseroan.

(3) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.
(4) Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan

majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri- 
sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

(5) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau
mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan
utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling 
sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
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Pasal 109
Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain 
mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi 
Majelis Ulama Indonesia.
Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas 
memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan 
Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 110
Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang 
perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 
(lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
a. dinyatakan pailit;
b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan 

bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan 

negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi 
kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan 
tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

Pasal 111
Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh 
pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) 
huruf b.
Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat 
diangkat kembali.
Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan 
pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang 
pencalonan anggota Dewan Komisaris.
Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian 
anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya 
pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.
Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, 
penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, pengangkatan, 
penggantian, dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota 
Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada 
Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.
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(8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum
dilakukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan 
Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi.

Pasal 112
(1) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) batal karena 
hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui 
tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

(2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, Direksi
harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang 
bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri 
untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

(3) Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama Dewan Komisaris 
sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab 
Perseroan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi tanggung
jawab anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan terhadap kerugian
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam PasaM 14 dan Pasal 115.

Pasal 113
Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan
Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 114
(1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1)
(2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan

bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian 
nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk 
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

(3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas
kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan 
tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau
lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara 
tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

(5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk 

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan 
Perseroan;
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b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak 
langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan 
kerugian; dan

c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau 
berlanjutnya kerugian tersebut.

Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu 
persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat 
menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya 
menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

Pasal 115
Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris 
dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh 
Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh 
kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris 
secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas 
kewajiban yang belum dilunasi.
Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi 
anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum 
putusan pernyataan pailit diucapkan.
Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas 
kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat 
membuktikan:
a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian 

untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan 
Perseroan;

c. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak 
langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan 
kepailitan; dan

d. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya 
kepailitan.

Pasal 116
i Komisaris wajib :

membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; 
melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau 
keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan 
memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama 
tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Pasal 117
Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan 
Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam 
melakukan perbuatan hukum tertentu.
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(2) Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau
bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa persetujuan atau bantuan 
Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak 
lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

Pasal 118
(1) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat

melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk 
jangka waktu tertentu.

(2) Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu 
melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap 
Perseroan dan pihak ketiga.

Pasal 119
Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris.

Pasal 120
(1) Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih 

Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris Utusan.
(2) Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat 

berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang 
saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.

(3) Komisaris utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota 
Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

(4) Tugas dan wewenang Komisaris utusan ditetapkan dalam anggaran dasar 
Perseroan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang 
Dewan Komisaris dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan 
Direksi.

Pasal 121
(1) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

108, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau 
lebih adalah anggota Dewan Komisaris.

(2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan 
Komisaris.
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BAB VIII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN

Pasal 122
(1) Penggabungan dan Peleburan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan 

atau meleburkan diri berakhir karena hukum.
(2) Berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi tanpa 

dilakukan likuidasi terlebih dahulu.
(3) Dalam hal berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

a. aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri 
beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan 
atau Perseroan hasil Peleburan;

b. pemegang saham Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri 
karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan yang menerima 
Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan; dan

c. Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena 
hukum terhitung sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan mulai 
berlaku.

Pasal 123
(1) Direksi Perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima Penggabungan 

menyusun rancangan Penggabungan.
(2) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 

sekurang-kurangnya;
a. nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan yang akan 

melakukan Penggabungan;
b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukan 

Penggabungan dan persyaratan Penggabungan;
c. tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yang menggabungkan 

diri terhadap saham Perseroan yang menerima Penggabungan;
d. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yang menerima 

Penggabungan apabila ada;
e. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf 

a yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang 
akan melakukan Penggabungan;

f. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroan 
yang akan melakukan Penggabungan;

g. neraca proforma Perseroan yang menerima Penggabungan sesuai 
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;

h. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan 
Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan melakukan 
Penggabungan diri;

i. cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan 
menggabungkan diri terhadap pihak ketiga.

Pertanggungjawaban direksi..., Titi Asmara Dewi, FH UI, 2008



j. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap
Penggabungan Perseroan; 

k. nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan
tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang 
menerima Penggabungan;

I. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;
m. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari

setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan; 
n. kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan Penggabungan dan

perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan
o. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan

yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang akan melakukan 
Penggabungan.

(3) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 
mendapat persetujuan Dewan Komisaris dari setiap Perseroan diajukan kepada 
RUPS masing-masing untuk mendapat persetujuan.

(4) Bagi Perseroan tertentu yang akan melakukan Penggabungan selain berlaku 
ketentuan dalam Undang-Undang ini, perlu mendapat persetujuan terlebih 
dahulu dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berlaku 
juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan 
perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 124
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 mutatis mutandis berlaku bagi
Perseroan yang akan meleburkan diri.

Pasal 125
(1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah 

dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan 
atau langsung dari pemegang saham.

(2) Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan.
(3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan 

saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan 
tersebut.

(4) Dalam hal Pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk 
Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus 
berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan 
tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 89.

(5) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang akan 
mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambilalihan 
kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih.
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Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil 
alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan 
Pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:
a. nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih 

dan Perseroan yang akan diambil alih;
b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan 

Direksi Perseroan yang akan diambil alih;
c. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf 

a untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih 
dan Perseroan yang akan diambil alih;

d. tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil 
alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan 
dilakukan dengan saham;

e. jumlah saham yang akan diambil alih;
f. kesiapan pendanaan;
g. neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambil alih 

setelah Pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi 
yang berlaku umum di Indonesia;

h. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap 
Pengambilalihan;

i. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan 
Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih;

j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan, termasuk jangka
waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham 
kepada Direksi Perseroan; 

k. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Pengambilalihan
apabila ada.

Dalam hal pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak berlaku. 
Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib 
memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih tentang 
pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan 
dengan pihak lain.

Pasal 126
Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan 
wajib memperhatikan kepentingan:
a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai 
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 62.
Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan
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proses pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau 
Pemisahan.

Pasal 127
(1) Keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau 

Pemisahan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan 
Pasal 89.

(2) Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, 
Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan 
paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis 
kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, 
Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 
30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga 
pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan 
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan di kantor 
Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS 
diselenggarakan.

(4) Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu 
paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, 
atau Pemisahan sesuai dengan rancangan tersebut.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kreditor tidak 
mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Penggabungan, 
Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

(6) Dalam hal keberatan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai 
dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, 
keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat 
penyelesaian.

(7) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tercapai, 
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat 
dilaksanakan.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan 
ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pengumuman dalam rangka 
Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham dalam 
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125.

Pasal 128
(1) Rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang 

telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Penggabungan, Peleburan, 
Pengambilalihan, atau Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa 
Indonesia.

(2) Akta pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham 
wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia
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(3) Akta peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembuatan 
akta pendirian Perseroan hasil Peleburan.

Pasal 129
(1) Salinan akta Penggabungan Perseroan dilampirkan pada:

a. pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); atau

b. penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan 
anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

(2) Dalam hal Penggabungan Perseroan tidak disertai perubahan anggaran dasar, 
salinan akta Penggabungan harus disampaikan kepada Menteri untuk dicatat 
dalam daftar Perseroan.

Pasal 130
Salinan akta Peleburan dilampirkan pada pengajuan permohonan untuk mendapatkan
Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan hasil Peleburan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Pasal 131
(1) Salinan akta Pengambilalihan Perseroan wajib dilampirkan pada penyampaian 

pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3)

(2) Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang 
saham, salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada 
penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan 
pemegang saham.

Pasal 132
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 berlaku juga bagi
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Pasal 133
(1) Direksi Perseroan yang menerima Penggabungan atau Direksi Perseroan hasil 

Peleburan wajib mengumumkan hasil Penggabungan atau Peleburan dalam 1 
(satu) Surat Kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari terhitung sejak tanggal berlakunya Penggabungan atau Peleburan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Direksi 
dari Perseroan yang sahamnya diambil alih.

Pasal 134
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan 
Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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Pasal 135
(1) Pemisahan dapat dilakukan dengan cara:

a. Pemisahan murni; atau
b. Pemisahan tidak murni.

(2) Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan
seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) 
Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang 
melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum.

(3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum 
kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan 
Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

Pasal 136
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 137
Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.

BAB IX
PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN 

Pasal 138
(1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk 

mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:
a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan 

pemegang saham atau pihak ketiga; atau
b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan 

hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak 
ketiga.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan 
negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh :
a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 

(satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran 

dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang 
untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau

c. kejaksaan untuk kepentingan umum.
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Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah 
pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan 
daiam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut. 
Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau 
permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut 
harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) 
tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar 
modal menentukan lain.

Pasal 139
Ketua pengadilan negeri dapat menolak atau mengabulkan permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138.
Ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak 
permohonan apabila permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang 
wajar dan/atau tidak dilakukan dengan itikad baik.
Dalam hal permohonan dikabulkan, ketua pengadilan negeri mengeluarkan 
penetapan pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk 
melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau 
keterangan yang diperlukan.
Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, 
konsultan, dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh Perseroan tidak dapat 
diangkat sebagai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak memeriksa semua dokumen 
dan kekayaan Perseroan yang dianggap perlu oleh ahli tersebut untuk diketahui. 
Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan semua karyawan 
Perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk 
pelaksanaan pemeriksaan.
Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib merahasiakan hasil 
pemeriksaan yang telah dilakukan.

Pasal 140
Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh ahli sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 139 kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu sebagaimana 
ditentukan dalam penetapan pengadilan untuk pemeriksaan paling lambat 90 
(sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut.
Ketua pengadilan negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada 
pemohon dan Perseroan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 
14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima.

Pasal 141
Dalam hal permohonan untuk melakukan pemeriksaan dikabulkan, ketua 
pengadilan negeri menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan.
Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh 
Perseroan.
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(3) Ketua pengadilan negeri atas permohonan Perseroan dapat membebankan 
penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) kepada pemohon, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan 
Komisaris.

BAB X
PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN 

BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN

Pasal 142
(1) Pembubaran Perseroan terjadi:

a. berdasarkan keputusan RUPS;
b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar 

telah berakhir;
c. berdasarkan penetapan pengad ilan ;
d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan n iaga  

yang telah mempunyai kekuatan hukum lelap, harta pailit Perseroan tidak 
cukup untuk membayar biaya kepailitan;

e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam 
keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau

f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan 
melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

(2) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; 

dan
b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan 

untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.
(3) Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu 

berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan 
dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak 
menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator.

(4) Dalam hal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadilan niaga sekaligus 
memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam 
Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang.

(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilanggar, 
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan bertanggung jawab 
secara tanggung renteng.

(6) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, 
wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi 
mutatis mutandis berlaku bagi likuidator.
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Pasal 143
Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status 
badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban 
likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.
Sejak saat pembubaran pada setiap surat keluar Perseroan dicantumkan kata 
udalam likuidasi” di belakang nama Perseroan.

Pasal 144
Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang 
mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh ) bagian dari jumlah seluruh saham 
dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada 
RUPS.
Keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan sah apabila diambil sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 
89.
Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan 
RUPS.

Pasal 145
Pembubaran Perseroan terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya 
Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.
Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu 
berdirinya Perseroan berakhir RUPS menetapkan penunjukan likuidator.
Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama Perseroan 
setelah jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran 
dasar berakhir.

Pasal 146
Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:
a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar

kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang
melanggar peraturan perundang-undangan;

b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya
cacat hukum dalam akta pendirian;

c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris
berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator.

Pasal 147
Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 
pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:
a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara

mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita 
Negara Republik Indonesia; dan
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b. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar
Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.

Pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
a. pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya;
b. nama dan alamat likuidator;
c. tata cara pengajuan tagihan; dan
d. jangka waktu pengajuan tagihan.
Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 
adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggai pengumuman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).
Pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
wajib dilengkapi dengan bukti:
a. dasar hukum pembubaran Perseroan; dan
b. pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 148
Dalam hal pemberitahuan kepada kreditor dan Menteri sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 147 belum dilakukan, pembubaran Perseroan tidak berlaku bagi 
pihak ketiga.
Dalam hal likuidator lalai melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), likuidator secara tanggung renteng dengan Perseroan
bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.

Pasal 149
Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan 
dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:
a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;
b. pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia 

mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
c. pembayaran kepada para kreditor;
d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan 

kekayaan.
Dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar 
daripada kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit 
Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua 
kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan 
dilakukan di luar kepailitan.
Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil 
likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari terhitung sejak 
tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
Dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak 
oleh likuidator, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam
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jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 
penolakan.

Pasal 150
(1) Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3), dan kemudian ditolak oleh likuidator dapat 
mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 
(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

(2) Kreditor yang belum mengajukan tagihannya dapat mengajukan melalui
pengadilan negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran 
Perseroan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1).

(3) Tagihan yang diajukan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan dalam hal terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan 
bagi pemegang saham.

(4) Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang 
saham dan terdapat tagihan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
pengadilan negeri memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa 
kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham.

(5) Pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara proporsional dengan jumlah yang 
diterima terhadap jumlah tagihan.

Pasal 151
(1) Dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 149, atas permohonan pihak yang berkepentingan atau 
atas permohonan kejaksaan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat 
likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama.

(2) Pemberhentian likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
setelah yang bersangkutan dipanggil untuk didengar keterangannya.

Pasal 152
(1) Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang 

mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.
(2) Kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi Perseroan 

yang dilakukan.
(3) Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir 

proses likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan 
pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima 
pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi kurator yang 
pertanggungjawabannya telah diterima oleh hakim pengawas.

(5) Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus 
nama Perseroan dari daftar Perseroan, setelah ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipenuhi.
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(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga bagi berakhirnya
status badan hukum Perseroan karena Penggabungan, Peleburan, atau
Pemisahan.

(7) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh 
RUPS, pengadilan atau hakim pengawas.

(8) Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam 
Berita Negara Republik Indonesia.

BAB XI
B I A Y A

Pasal 153
Ketentuan mengenai biaya untuk:
a. memperoleh persetujuan pemakaian nama Perseroan;
b. memperoleh keputusan pengesahan badan hukum Perseroan;
c. memperoleh keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar;
d. memperoleh informasi tentang data Perseroan dalam daftar Perseroan;
e. pengumuman yang diwajibkan dalam Undang-Undang ini dalam Berita Negara 

Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; dan
f. memperoleh salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum 

Perseroan atau persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.

BAB XII 
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 154
(1) Bagi Perseroan Terbuka berlaku ketentuan Undang-Undang ini jika tidak diatur

lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
(2) Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengecualikan

ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh bertentangan dengan asas hukum
Perseroan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 155
Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan
dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Pidana.

Pasal 156
(1) Dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan Undang-Undang ini dibentuk tim 

ahli pemantauan hukum
(2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud ^ iri atas unsur:

a. pemerintah;
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b. pakar/akademisi;
c. profesi; dan
d. dunia usaha.

(3) Tim ahli berwenang mengkaji akta pendirian dan perubahan anggaran dasar 
yang diperoleh atas inisiatif sendiri dari tim atau atas permintaan pihak yang 
berkepentingan, serta memberikan pendapat atas hasil kajian tersebut kepada 
Menteri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja 
tim ahli diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIII 
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 157
(1) Anggaran dasar dari Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dan 

perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau dilaporkan kepada Menteri 
dan didaftarkan dalam daftar perusahaan sebelum Undang-Undang ini berlaku 
tetap berlaku jika tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

(2) Anggaran dasar dari Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum 
atau anggaran dasar yang perubahannya belum disetujui atau dilaporkan kepada 
Menteri pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, wajib disesuaikan dengan 
Undang-Undang ini.

(3) Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan 
perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya 
Undang-Undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan 
Undang-Undang ini.

(4) Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan 
pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Pasal 158
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Perseroan yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 159
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 
Terbatas dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti 
dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.
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Pasal 160
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 
tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 
13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 161
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tid

SUSILO BAMBANG VUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 16 Agustus 2007 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 106.
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